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ABSTRAK
Firda Tandipau (E 211 11 012), Evaluasi Penerimaan Retribusi Izin Trayek di
Kabupaten Toraja Utara, xvi + 110 halaman + 14 tabel + 2 gambar + 20
pustaka (2006-2014). Dibimbing oleh Prof. Dr. H. M. Akmal Ibrahim, M.Si dan
Dra. Nur Indrayati Nur Indar, M.Si
Penelitian ini dilatar belakangi oleh penerimaan, target dan realisasi Retribusi Izin
Trayek pada Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara belum optimal serta
menemui beberapa kendala yang dapat mempengaruhi penerimaan retribusi izin
trayek. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi kembali terhadap penetapan
target penerimaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemungutan retribusi izin
trayek dalam rangka pengoptimalan penerimaan retribusi.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerimaan retribusi izin
trayek dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya
penurunan dalam penerimaan retribusi izin trayek dilihat dari indicator evaluasi,
yang meliputi: Efektifitas, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan
(William Dunn dalam Ismail Nawawi). Jenis penelitian yang digunakan adalah
deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan suatu masalah untuk mengetahui
atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang
dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat
perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Sehingga
memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif, terkait keadaan
yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Jenis data yang digunakan terdiri dari
data primer yaitu wawancara dan observasi langsung dilapangan dan data
sekunder yang bersumber dari buku-buku dokumen/catatan/laporan dan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan penerimaan retribusi izin trayek
di Kabupaten Toraja Utara belum efektif, responsivitas masih kurang sehingga
manfaat yang dihasilkan juga masih kurang optimal. Hal ini diakibatkan oleh
terjadinya pergantian pemerintah di pertengahan tahun 2011 sehingga segala
target/anggaran penerimaan daerah mengalami perubahan, minimnya
pengawasan yang dilakukan pegawai terhadap pemungutan retribusi, sosialisasi
yang belum menjangkau seluruh komponen wajib retribusi, kurangnya kesadaran
masyarakat, adanya potensi penerimaan retribusi izin trayek kabupaten Toraja
Utara yang diambilalih pengelolaannya sehingga penerimaan retribusi inipun
semakin menurun setiap tahunnya. Namun dilihat dari segi tariff retribusi izin
trayek yang dipungut sudah sesuai dan berdasarkan muatan angkutan tersebut
dan insentif yang diberikan untuk pelaksanaan program sudah merata kepada
setiap bidang.
Kata kunci: Evaluasi, Penerimaan Retribusi Izin Trayek
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ABSTRACT
Firda Tandipau (E 211 11 012), Evaluation of Acceptance Retribution Route
Permit in North Toraja Regency, xvi + 108 pages + 14 tables + 2 pictures +
20 libraries (2006-2014). Supervised by Prof. Dr. H. M. Akmal, M.Si and Dra.
Indrayati Nur Nur Indar, M.Si
This research is motivated by the target acceptance and realization Permits the
Department of Transportation Route North Toraja Regency is not optimal and
meet some of the factors that may affect the route permit retribution. Therefore, it
is necessary to re-evaluation of the reception target setting, implementation, and
oversight of fee collection route permit in order to optimize the reception
retribution.
The purpose of this study was to determine the route permit retribution and to
determine the factors that cause a decrease in retribution receipts route permits
of indicator evaluation visits, which include: effectiveness, adequacy, grading,
responsiveness and accuracy (William Dunn in Nawawi Ismail). This type of
research is qualitative descriptive by describing a problem to know or describe
the reality of the events under study or research done against standalone or
single variable, ie without making comparisons or connect with other variables.
Making it easier for authors to obtain objective data, related to the actual state of
the object under study. The type of data used consist of primary data that
interviews and direct observation in the field and secondary data sourced from
books document / records / reports and legislation relating to the matter being
investigated.
From the results of research conducted shows retribution route permits in North
Toraja Regency has not been effective, still less so that the responsiveness of
the resulting benefits also still less than optimal. This is caused by the change of
government in mid-2011 so that all targets / budgets reception area changes, the
lack of oversight conducted by employees of the fee collection socialization that
has not reached all mandatory component retribution, lack of public awareness,
the potential retribution route permits counties North Toraja taken over
management so that retribution even this has declined every year. But in terms of
route permits retribution collected was appropriate and based on the cargo
transportation and incentives for the implementation of the program has been
evenly distributed to every sector.
Keywords: evaluation, acceptance retribution Route Permit
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1BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang
Munculnya otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi
wilayahnya dan juga agar dapat merancang dan melaksanakan berbagai kebijakan,
program, proyek dan memproduksi material yang diperlukan untuk
melaksanakannya untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan
pemerintah daerah, terutama dalam pelaksaaan pembangunan dan pelayanan
terhadap masyarakat. Untuk mampu membiayai pelaksanaan urusan tersebut maka
pemerintah diberi wewenang melakukan pungutan yang berupa pajak dan/atau
retribusi daerah.
Sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang
kemudian diubah menjadi Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah. Setiap pemerintah daerah diberi wewenang dan berupaya keras dengan
kreatif dan inovatif dalam mencari dan mengembangkan potensi daerah dalam
meningkatkan perekonomian daerahnya sendiri termasuk meningkatkan perolehan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pungutan yang berupa pajak dan atau
retribusi daerah di samping pengelolaan terhadap sumber PAD yang sudah ada
yang akan dipergunakan dalam membangun daerahnya.
Oleh karena pemungutan retribusi merupakan salah satu program yang
menjadi acuan pembiayaan sehingga segala proses perencanaan dan
2pelaksanaannya perlu untuk dilakukan evaluasi, agar diketahui apakah dalam
pelaksanaannya sudah sesuai dengan standar dan prosedur yang ada untuk
mencapai tujuan dari yang telah ditargetkan atau direncanakan. Sehingga dengan
terjawabnya berbagai hal yang menjadi permasalahan dan kekeliruan dalam
pelaksanaan program, pemerintah dapat melakukan perbaikan ke depannya.
Evaluasi adalah bagian akhir dari suatu proses kebijakan atau program atau
proyek yang dipandang sebagai pola aktivitas yang berurutan. Umumnya ketika
berbicara mengenai evaluasi kebijakan, pemikiran kita selalu menghubungkannya
dengan perkiraan atau penaksiran atas kebijakan yang tengah diimplementasikan.
Namun tidak hanya itu, evaluasi juga sebenarnya membahas persoalan
perencanaan, isi, implementasi, dan tentu saja efek atau pengaruh dari kebijakan itu
sendiri.
Evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan atau
kegagalan sebuah organisasi atau unit kerja dalam melakukan tugas dan fungsi
yang dibebankan padanya. Pada dasarnya suatu evaluasi kebijakan ditujukan untuk
melihat sejauh mana program-program kebijakan yang telah dijalankan mampu
menyelesaikan masalah-masalah publik. Ini berarti bahwa evaluasi ditujukan untuk
memecahkan masalah-masalah yang ada. Efektif berkenaan dengan cara yang
digunakan untuk memecahkan masalah, sedangkan efisien menyangkut biaya-biaya
yang dikeluarkan.
Beberapa argument mengenai perlunya melakukan evaluasi kebijakan
adalah, sebagai berikut:
31. Untuk mengetahui tingkat efektifitas suatu kebijakan, yakni seberapa jauh
suatu kebijakan mencapai tujuannya.
2. Mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Dengan melihat
tingkat efektivitasnya, maka dapat disimpulkan apakah suatu kebijakan
berhasil atau gagal.
3. Memenuhi aspek akuntabilitas publik. Dengan melakukan penilaian kinerja
suatu kebijakan, maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban
pemerintah kepada publik sehingga pemilik dana dapat mengambil manfaat
dari kebijakan dan program pemerintah.
4. Menunjukkan pada stakeholders manfaat suatu kebijakan. Apabila tidak
dilakukan evaluasi terhadap sebuah kebijakan, para stakeholders, terutama
kelompok sasaran tidak mengetahui secara pasti manfaat dari sebuah
kebijakan atau program.
5. Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pada akhirnya, evaluasi suatu
kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan kepada proses
pengambilan kebijakan yang akan datang agar tidak mengulangi kesalahan
yang sama. Sebaiknya, dari hasil evaluasi diharapkan dapat ditetapkan
kebijakan yang lebih baik.
Berdasarkan argument di atas mengenai perlu dilakukannya evaluasi dalam
suatu program atau kebijakan yang ada, maka alangkah lebih baik jika ada evaluasi
terhadap berbagai program yang dilaksanakan pemerintah termasuk proses
pelaksanaan pemungutan retribusi untuk mengetahui seberapa jauh tujuan atau
target penerimaan retribusi tersebut dapat dicapai (seberapa efektif dan efisien),
4seberapa besar masalah atau kendala yang dihadapi pemerintah dalam proses
pemungutan retribusi yang notabenenya merupakan salah satu sumber penerimaan
daerah.
Selanjutnya, pemerintah daerah melakukan upaya pemungutan pajak dan
retribusi daerah berdasarkan ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang telah diubah menjadi UU No. 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dimana retribusi daerah,
yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan
oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pungutan ini
harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang
dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Retribusi daerah terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan
retribusi perizinan tertentu. Retribusi izin trayek merupakan salah satu jenis retribusi
perizinan tertentu yang juga berperan dalam penerimaan pendapatan asli daerah
yang dipungut oleh dinas terkait. Retribusi izin trayek merupakan retribusi yang
cukup berkontribusi di Kabupaten Toraja Utara, dimana retribusi ini diperoleh dari
hasil pemungutan terhadap wajib retribusi yang mendapatkan izin menyediakan
layanan angkutan pada suatu trayek tertentu dalam wilayah Kabupaten/kota
sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7
Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek.
Pemungutan ini didasarkan pada tingkat penggunaan jasa dalam wujud
seberapa banyak jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan penumpang umum
5yang digunakan (kendaraan angkutan barang, mobil penumpang, mobil bus,
angkutan khusus, atau angkutan kota), serta pemungutannya dilakukan di daerah
dimana izin trayek diberikan.
Retribusi izin trayek merupakan salah satu retribusi yang cukup potensial
untuk ditingkatkan penerimaannya, namun dalam kenyataannya penerimaan
retribusi izin trayek di Kabupaten Toraja Utara bisa dikatakan belum tercapai secara
optimal, ini dapat dilihat dari pencapaian target penerimaan retribusi izin trayek
selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana dapat dilihat, sebagai berikut:
Tabel I.1
Persentase Penerimaan Retribusi Izin Trayek
Tahun Target Realisasi %
2010 Rp. 68.500.000,00 Rp. 56.180.000,00 82,01%
2011 Rp. 78.500.000,00 Rp. 104.365.000,00 132,94%
2012 Rp. 160.000.000,00 Rp. 74.510.000,00 53,43%
2013 Rp. 160.000.000,00 Rp. 67.035.000,00 46,57%
2014 Rp. 160.000.000,00 Rp. 53.040.000,00 33,15%
Sumber: DPPKAD Kabupaten Toraja Utara, 2015
Berdasarkan tabel diatas, persentase penerimaan retribusi Izin Trayek
cenderung mengalami penurunan dan pemungutan retribusi izin trayek belum
optimal karena dari tahun 2010-2014 realisasi retribusi izin trayek Kabupaten Toraja
Utara sangat jarang memenuhi target (kecuali pada tahun 2011). Dalam hal ini,
retribusi izin trayek masih banyak permasalahan dan tantangan yang dihadapi baik
dari pemerintah maupun dari masyarakat.
Sedangkan dilihat dari berbagai peluang akan peningkatan penerimaan
melalui Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Toraja Utara cukup besar. Hal ini dapat
6diperkirakan secara tidak langsung dengan melihat semakin banyaknya angkutan
yang beroperasi di setiap tahunnya, baik angkutan umum ataupun angkutan khusus,
angkutan barang, kendaraan umum atau khusus, dan mobil bus di Kabupaten Toraja
Utara. Namun, dengan belum optimalnya pelaksanaan pemungutan retribusi izin
trayek tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya target penerimaan yang telah
ditetapkan sebelumnya.
Oleh karena itu, penerimaan retribusi izin trayek perlu mendapatkan
perhatian dan tindakan serius dari pemerintah terkait perencanaan target,
pelaksanaan program dan pengawasan terhadap pemungutan retribusi izin trayek
serta memikirkan masalah dan kendala yang dihadapi agar dapat dievaluasi kembali
pelaksanaan pemungutan retribusi izin trayek dalam rangka pengoptimalan
penerimaan retribusi. Adapun indikator-indikator yang biasa digunakan dalam
evaluasi ialah: Efektifitas, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan
(William Dunn dalam Ismail Nawawi). Begitu pula segenap stakeholder lainnya baik
badan atau lembaga yang menyediakan layanan angkutan, serta masyarakat agar
memilki kesadaran akan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan demi
terlaksananya pemungutan dengan optimal dan seefektif mungkin untuk menunjang
dan menyokong pembangunan, membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pembinaan kemasyarakatan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat
dalam bentuk penyediaan atau perbaikan fasilitas, sarana dan prasarana khususnya
penyelenggaraan izin trayek yang membutuhkan pembiayaaan di Kabupaten Toraja
Utara sendiri.
7Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gebriella Suastari telah
dibahas juga mengenai retribusi izin trayek dengan melihat efektivitas pengelolaan
retribusi izin trayek di Kabupaten Toraja Utara dari segi proses yang menyimpulkan
bahwa pengelolaan retribusi izin trayek belum efektif, oleh karena itu dalam
penelitian ini penulis membahas mengenai evaluasi penerimaan retribusi izin trayek
di Kabupaten Toraja Utara dengan melihat indicator evaluasi kebijakan untuk melihat
pelaksanaan pemungutan retribusi izin trayek dan melihat kendala yang
menyebabkan penurunan dan tidak optimalnya penerimaan retribusi izin trayek.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut
mengenai “Evaluasi Penerimaan Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Toraja Utara”.
I.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperlukan perumusan masalah
yang sangat berguna bagi arah dan langkah penelitian ke depannya. Adapun
rumusan masalah dari penelitian ini adalah:
1. Bagaimana penerimaan retribusi izin trayek di Kabupaten Toraja Utara?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya penurunan dalam
penerimaan retribusi izin trayek?
I.3 Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah di atas yang telah diuraikan sebelumnya
maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui penerimaan retribusi izin trayek.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan
dalam penerimaan retribusi izin trayek.
8I.4 Manfaat Penelitian
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan
acuan untuk digunakan sebagai berikut:
1. Akademik
Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu
karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan
dan sebagai bahan masukan serta sumber informasi ataupun referensi
yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain ataupun bagi
civitas akademika yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama yang
ingin melakukan penelitian lanjutan mengenai Evaluasi Penerimaan
Retribusi Izin Trayek.
2. Praktis
Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan informasi dan sebagai bahan masukan serta pertimbangan
bagi pihak pemerintah daerah dalam merencanakan,
mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan/program yang
ditetapkan khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara
dalam penerimaan retribusi izin trayek dan memperkuat pentingnya
retribusi daerah dalam membina daerah otonom di Indonesia.
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TINJAUAN PUSTAKA
II.1 Konsep Evaluasi
II.1.1 Pengertian dan Karakteristik Evaluasi
Evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan atau
kegagalan sebuah organisasi atau unit kerja dalam melakukan tugas dan fungsi
yang dibebankan kepadanya. Dalam melakukan evaluasi hasil agar dikaitkan
dengan sumber daya (input) yang berada di bawah kewenangannya seperti sumber
daya manusia, dana/keuangan, sarana-prasarana, metoda kerja dan hal-hal yang
berkaitan.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata evaluasi diartikan sebagai
“penilaian”. Penilaian dimaksud berarti “nilai atau penentuan manfaat dari suatu
kegiatan”. Dari makna tersebut maka kata evaluasi dapat dimaknakan sebagai suatu
usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif terhadap pencapaian hasil
suatu kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Untuk lebih memahami
pengertian evaluasi para pakar dan ahli mengemukakan defenisi evaluasi, antara
lain sebagai berikut:
Jones (dalam Ismail Nawawi 2007:155) mengemukakan evaluasi suatu
aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dan proses
pemerintahan. Ia bervariasi dalam spesifikasi kriteria, teknik pengukuran, metode
analisis, dan bentuk analisis, dengan uraian di bawah ini:
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a. Spesifikasi, merupakan sub kegiatan terpenting. Ia mengacu pada identifikasi
tujuan serta kriteria-kriteria tujuan yang harus dievaluasi dalam suatu proses
atau program.
b. Pengukuran (measurement), secara sederhana mengacu pada pengumpulan
informasi yang relevan dengan tujuan evaluasi.
c. Analisis adalah penyerapan dan penggunaan informasi yang dikumpulkan
guna membuat kesimpulan.
d. Rekomendasi adalah suatu penentuan atau penemuan mengenai apa yang
akan dilanjutkan selajutnya.
Menurut Mustopopadidjaja A.R. (dalam Pandji Santosa), “evaluasi
merupakan kegiatan pemberian nilai atas suatu fenomena, di dalamnya terkandung
pertimbangan nilai (value judgement) tertentu”.
W.N. Dunn (dalam Pandji Santosa), istilah evaluasi mempunyai arti yang
berhubungan, masing-masing menunjukkan pada aplikasi beberapa skala nilai
terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum, istilah dapat disamakan
dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian, kata-kata
yang menyatakan usaha untuk menganalisis kebijakan dalam arti satuan nilainya.
Siagian (dalam Pandji Santosa) mendefinisikan evaluasi sebagai berikut:
“Bahwa untuk mengetahui keberhasilan suatu program maka kegiatan yang
menyangkut proses pengukuran dan perbandingan dari pada hasil-hasil pekerjaan
yang nyata yang dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai”.
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Sedangkan untuk proses evaluasi dikemukakan oleh Suchman dan Michael
Quinn Patton (dalam Muh. Firyal) sebagai berikut:
“The analysis of process evaluation may be made according to four main
dimension dealing with: 1. The attributes of the program itself, 2. The population
exposed to the program, 3. The situation context within which the program takes
place, and 4. The different kinds of effects produced by the program.” (artinya:
analisis proses evaluasi dapat dibuat berdasarkan empat dimensi yang berhubungan
dengan: 1. Sifat-sifat dari program itu sendiri, 2. Populasi yang ditunjukkan dalam
program, 3. Konteks kejadian dimana program tersebut diselenggarakan, dan 4.
Jenis-jenis dampak yang berbeda yang dihasilkan oleh program).
Menurut Lester dan Stewart (dalam Leo Agustino 2006:185) evaluasi
ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk
mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat
menghasilkan dampak yang diinginkan. Dalam hal ini fokus kita yang utama, namun
tidak eksklusif, adalah evaluasi kebijakan dalam hubungannya dengan usaha untuk
melaksanakan dan/atau memperbaharui kebijakan.
Mohammad, at all (dalam Ismail Nawawi 2007:156) mengemukakan bahwa
evaluasi dapat diartikan secara luas ataupun secara sempit, hal ini dapat dilihat dari
siapa yang melakukan evaluasi. Evaluasi secara menyeluruh antara lain mencakup
penilaian apa yang dilaporkan dan apa yang dihasilkan, penilaian atas pencapaian
hasil, penilaian atas aktivitas, program kebijakan dan keselarasan tujuan dan
sasaran dengan visi dan misi organisasi, penilaian atas akuntabilitas keuangan dan
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ketaatan pada peraturan perundang-undangan, penilaian pelaksanaan tugas,
penilaian kinerja pegawai, penilaian kinerja pengawas, penilaian atas rencana masa
depan, penilaian atas tanggapan pegawai, pelanggan dan pihak ketiga lainnya. Di
sisi lain istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian
angka (rating), dan penilaian (assessment).
Evaluasi sendiri bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan
menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan
membandingkannya dengan indicator dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil
keputusan mengenai objek evaluasi (Wirawan, 2012).
Suatu evaluasi mempunyai karakteristik tertentu yang membedakannnya
dengan analisis, yaitu:
a. Fokus nilai. Evaluasi ditujukan kepada pemberian nilai dari suatu kebijakan,
program maupun kegiatan. Evaluasi terutama ditujukan untuk menentukan
manfaat atau kegunaan dari suatu kebijakan, program maupun kegiatan,
bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai sesuatu hal.
Ketetapan suatu tujuan maupun sasaran pada umumnya merupakan hal
yang perlu dijawab oleh karena itu suatu evaluasi mencakup pula prosedur
untuk mengevaluasi tujuan dan sasaran itu sendiri.
b. Interdependensi Fakta-Nilai. Untuk memberikan pernyataan bahwa suatu
kebajikan, program atau kegiatan telah mencapai hasil yang maksimal atau
minimal bagi seseorang , kelompok orang atau masyarakat; haruslah
didukung oleh bukti-bukti (fakta) bahwa hasil kebijakan, program dan
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kegiatan merupakan konsekuensi dari tindakan-tindakan yang telah
dilakukan dalam mengatasi / memecahkan suatu masalah tertentu.
c. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau. Evaluasi diarahkan pada hasil yang
sekarang ada dan hasil yang diperoleh pada masa lalu. Evaluasi tidaklah
berkaitan dengan hasil yang diperoleh di masa mendatang. Evaluasi bersifat
retrospektif dan berkaitan dengan tindakan-tindakan yang telah dilakukan
(expost). Rekomendasi yang dihasilkan dari suatu evaluasi bersifat prospektif
dan dibuat sebelum aksi tindakan dilakukan (exante).
d. Dualitas Nilai. Nilai yang ada dari suatu evaluasi mempunyai kualitas ganda,
karena evaluasi dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi
dipandang sebagai suatu rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai-nilai
yang ada (misalnya kesehatan) dapat dianggap sebagai intrinsic (diperlukan
bagi dirinya) ataupun ekstrinsik (diperlukan karena kesehatan mempengaruhi
pencapaian tujuan-tujuan yang lain).
II.1.2 Model Evaluasi
Para teoritis evaluasi mengemukakan berbagai model evaluasi yang diawali
oleh Model Evaluasi Berbasis Tujuan yang dikembangkan oleh Ralph W. Tyler
berikut ini:
a. Model Evaluasi Berbasis Tujuan
Model ini merupakan model evaluasi tertua yang dikembangkan oleh
Ralph W. Tyler (dalam Wirawan, 2012).
Model Evaluasi Berbasis Tujuan pada umumnya mengukur apakah
tujuan yang ditetapkan oleh kebijakan, program, atau proyek dapat dicapai
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atau tidak. Model evaluasi ini memfokuskan pada mengumpulkan informasi
yang bertujuan mengukur pencapaian tujuan kebijakan, program dan proyek
untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.
b. Model Evaluasi Bebas Tujuan
Model ini dikemukakan oleh Michael Scriven (dalam Wirawan 2012).
Menurut Scriven model evaluasi ini merupakan evaluasi mengenai pengaruh
yang sesungguhnya, objektif yang ingin dicapai oleh program. Evaluator
melakukan evaluasi untuk mengetahui pengaruh yang sesungguhnya dari
operasi program.
c. Model Evaluasi Formatif dan Sumatif
Model ini juga dikembangkan oleh Michael Scriven (1967) dimana
menurutnya evaluasi formatif merupakan loop balikan dalam memperbaiki
produk. The Program Evaluation Standards (1994) mendefenisikan evaluasi
formatif sebagai evaluasi yang didesain dan dipakai untuk memperbaiki
suatu objek, terutama ketika objek itu sedang dikembangkan.
Evaluasi sumatif dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program.
Evaluasi ini mengukur kinerja akhir objek evaluasi.
d. Model Evaluasi Responsif
Model evaluasi responsive (responsive evaluation model)
dikembangkan pada tahun 1975 oleh Robert Stake. Menurutnya evaluasi
disebut responsive jika memenuhi tiga kriteria: (1) lebih berorientasi secara
langsung kepada aktivitas program daripada tujuan program; (2) merespons
kepada persyaratan kebutuhan informasi dari audiens; dan (3) perspektif
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nilai-nilai yang berbeda dari orang-orang dilayani dilaporkan dalam
kesuksesan dan kegagalan dari program.
e. Model Evaluasi Context, Input, Process, dan Product (CIPP)
Model ini mulai dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam pada tahun
1966. Stufflebeam menyatakan evaluasi model CIPP merupaka kerangka
yang komprehensif untuk mengarahkan pelaksanaan evaluasi formatif dan
evaluasi sumatif terhadap objek program, proyek, personalia, produk, institusi
dan system.
f. Model Evaluasi Adversari
g. Model Evaluasi Ketimpangan
h. Model Evaluasi Sistem Analisis
i. Model Evaluasi Benchmarking (Bangku Ukur)
j. Model Evaluasi Kotak Hitam (Black Box Evaluation Model)
k. Model Evaluasi Konosursip dan Kritikisme
l. Model Evaluasi Terfokus Utilisasi
m. Akreditasi
n. Theory-driven Evaluation Model
o. Model Evaluasi Semu
II.1.3 Fungsi / Manfaat, Tujuan dan Pendekatan Evaluasi
Menurut William Dunn (dalam Leo Agustino 2006:187) evaluasi kebijakan
public memerankan berbagai fungsi dan manfaat sebagai berikut, yaitu:
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1) Evaluasi kebijakan harus memberikan informasi yang valid dan dipercaya
mengenai kinerja kebijakan. Kinerja kebijakan yang dinilai dalam evaluasi
kebijakan melingkupi:
a. Seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai
melalui tindakan kebijakan/program atau seberapa jauh tujuan-tujuan
tertentu telah dicapai.
b. Apakah tindakan yang telah ditempuh oleh implementing agencies sudah
benar-benar efektif, responsive, akuntabel, dan adil.
c. Bagaimana efek dan dampak dari kebijakan itu sendiri.
2) Evaluasi kebijakan berfungsi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik
terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.
3) Evaluasi kebijakan juga berfungsi untuk memberi sumbangan pada aplikasi
metode-metode analisis kebijakan lainnya. Evaluasi kebijakan pun dapat
berfungsi dalam menyumbangkan alternative kebijakan yang lebih baru atau
revisi atas kebijakan-kebijakan public dengan menunjukkan bahwa
alternative kebijakan yang ada sebenarnya perlu diganti dengan yang lebih
baik.
Dalam melakukan evaluasi kebijakan public memiliki beberapa tujuan yang
dapat dirinci sebagai berikut:
a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat
diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat
diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
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c. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan. Salah satu tujuan
evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau
output dari suatu kebijakan.
d. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi
ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif
maupun negative.
e. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk
mendeteksi serta mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang
mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran
dengan pencapaian target.
f. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan dating. Tujuan
akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan
ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.
William Dunn (dalam Leo Agustino 2006:189) menyatakan bahwa ada
beberapa pendekatan evaluasi kebijakan guna menghasilkan penilaian yang baik.
Pendekatan-pendekatan tersebut ialah:
1. Evaluasi Semu (Pseudo Evaluation)
Evaluasi semu adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode
deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya
mengenai hasil kebijakan tanpa berusaha untuk menanyakan tentang
manfaat atau nilai dari hasil-hasil kebijakan terhadapa individu, kelompok,
atau masyarakat secara keseluruhan.
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2. Evaluasi Formal
Evaluasi formal bertujuan untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat
dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan yang didasarkan atas tujuan-tujuan
formal program kebijakan secara deskriptif.
Dalam pendekatan ini terdapat tipe-tipe untuk memahami evaluasi kebijakan
lebih lanjut, yakni:
a. evaluasi sumatif yang berusaha untuk memantau pencapaian tujuan dan
target formal setelah suatu kebijakan atau program diterapkan untuk
jangka waktu tertentu; dan
b. evaluasi formatif, suatu tipe evaluasi kebijakan yang berusaha untuk
meliputi usaha-usaha secara terus menerus dalam rangka memantau
pencapaian tujuan-tujuan dan target-target formal.
Selain dua tipe utama dalam evaluasi kebijakan, dalam model ini juga
dijelaskan variasi-variasi model evaluasi kebijakan yang formal, yakni:
a. evaluasi perkembangan. Dalam varian ini evaluasi formal berupaya untuk
menunjukkan kegiatan/aktivitas evaluasi kebijakan secara eksplisit yang
diciptakan untuk melayani kebutuhan sehari-hari staf program.
b. Evaluasi kebijakan retrospeksi, yang meliputi pemantauan/evaluasi
program setelah program tersebut diterapkan untuk jangka waktu
tertentu. Varian ini cenderung dipusatkan pada masalah-masalah dan
kendala-kendala yang terjadi selama implementasi berlangsung, yang
berhubungan dengan keluaran dan dampak yang diperoleh.
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c. Evaluasi eksperimental, adalah evaluasi kebijakan yang lahir dari hasil
kondisi control langsung terhadap masukan dan proses kebijakan.
d. Evaluasi hasil retrospeksi, yang meliputi pemantauan dan evaluasi hasil
tetapi tidak disertai dengan control langsung terhadap masukan-masukan
dan proses kebijakan yang dapat dimanipulasi.
3. Evaluasi Keputusan Teoretis (Decision-Theretic Evaluation)
Evaluasi keputusan teoretis adalah pendekatan evaluasi kebijakan yang
menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang
dapat dipertanggungjawabkan dan valid menangani hasil-hasil kebijakan
yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan.
Tabel II.1
Pendekatan Evaluasi
Pendekatan Tujuan Asumsi Bentuk-bentukUtama
Evaluasi
semu
Menggunakan
metode deskriptif
untuk menghasilkan
informasi yang valid
tentang hasil
kebijakan
Ukuran manfaat
atau nilai terbukti
dengan
sendirinya atau
tidak
kontroversial
1. Eksperimen
social
2. Akuntansi
system social
3. Pemeriksaan
social
4. Sintesis riset
dan praktik
Evaluasi
formal
Menggunakan
metode deskriptif
untuk mengahasilkan
informasi yang
terpercaya dan valid
mengenai hasil
kebijakan yang
secara formal
diumumkan sebagai
sasaran program
kebijakan
Tujuan dan
sasaran dari
pengambilan
kebijakan dan
administrator
yang secara
resmi
diumumkan
merupakan
ukuran yang
tepat dari
manfaat atau
nilai
1. Evaluasi
perkembangan
2. Evaluasi
eksperimental
3. Evaluasi
proses
retrospektif
4. Evaluasi hasil
retrospektif
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Evaluasi
keputusan
teoretis
Menggunakan
metode deskriptif
untuk menghasilkan
informasi yang
terpercaya dan valid
mengenai hasil
kebijakan yang
secara eksplisit
diinginkan oleh
berbagai pelaku
kebijakan
Tujuan dan
sasaran dari
berbagai pelaku
yang secara
formal
diumumkan atau
didiamkan
merupakan
ukuran yang
tepat dari
manfaat atau
nilai.
1. Penilaian
tentang dapat
tidaknya
dievaluasi
2. Analisis
unitilitas
multivariate
Sumber: Dunn (dalam Nawawi 2007:170).
II.1.4 Indikator Evaluasi
Untuk menilai keberhasilan sebuah kebijakan perlu dipertimbangkan
beberapa indikator, karena indikator yang tunggal akan membahayakan, dalam arti
hasil penilaiannya dapat bis dari yang sesungguhnya. Indikator atau kriteria yang
dikembangkan Dunn (1994) mencakup lima indikator, yaitu (1) Efektifitas, (2)
Kecukupan, (3) Pemerataan, (4) Responsivitas, dan (5) Ketepatan.
Kelima kriteria di atas sebagaimana yang diungkapkan Dunn tersebut dapat
dibaca pada Tabel II.2 sebagai berikut:
Tabel II.2
Indikator Evaluasi Kebijakan
No. Kriteria Penjelasan
1. Efektivitas Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
2. Kecukupan Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat
memecahkan masalah?
3. Pemerataan Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata
kepada kelompok masyarakat yang berbeda?
4. Responsivitas Apakah hasil kebijakan memuat preferensi/nilai
kelompok dan dapat memuaskan mereka?
5. Ketepatan Apakah hasil yang dicapai bermanfaat?
Sumber: Dunn (dalam Nawawi 2007:170).
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Sementara itu, Langbein (dalam Nawawi 2007:171) menyusun kriteria atau
indikator program-program public terdiri dari tiga, yakni: (1) pertumbuhan ekonomi,
(2) distribusi keadilan, dan (3) preferensi warga Negara. Dapat dilihat dalam table
II.3 berikut ini:
Tabel II.3
Kriteria Hasil-hasil Program Publik
No. Indikator Sub-Indikator
1. Pertumbuhan Ekonomi
1. Peningkatan produktivitas
2. Peningkatan efisiensi ekonomi:
 Penyidikan barang-barang non
privat
 Penyediaan informasi
 Pengurangan resiko
 Memperluas akses masuk pasar
(market-entry)
2. Keadilan Distribusi
1. Kecukupan
2. Keadilan horizontal
3. Keadilan vertical
3. Preferensi Warga
Negara
1. Kepuasan warga Negara
2. Seberapa jauh preferensi masyarakat
termuat dalam kebijakan publik.
Sumber: Langbein (dalam Nawawi 2007:172).
Kegiatan evaluasi membutuhkan data dan informasi yang berhubungan
dengan kebijakan atau program yang dijalankan sebagai bahan untuk melakukan
penelitian. Untuk itu ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk
mengumpulkan data, yakni:
a. Dokumen dari laporan kegiatan, baik laporan tahunan, semesteran, atau
bulanan.
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b. Survey terhadap program yang telah diimplementasikan dengan
mempersiapkan instrument survey, seperti daftar pertanyaan.
c. Observasi, yakni melalui pengamatan/turun langsung ke lapangan evaluator
dapat membuat penilaian tentang keberhasilan suatu program.
d. Wawancara. Metode ini dapat dilakukan dengan mewawancarai stakeholders
yang telihat dalam implementasi program, terutama para kelompok sasaran.
e. Metode campuran dari berbagai metode di atas dengan tujuan untuk
memperoleh data yang lebih akurat dan lengkap.
f. Fokus Group Discusson (FGD). Akhir-akhir ini berkembang metode FGD
yakni dengan melakukan pertemuan dan diskusi dengan cara stakeholders
yang bervariasi. Dengan cara demikian, maka berbagai informasi lebih valid
akan dapat diperoleh melalui cross check satu sama lain.
II.1.5 Prosedur atau Tahapan dan Standar yang Digunakan dalam Evaluasi
Proses suatu evaluasi pada umumnya memiliki tahapan-tahapannya sendiri.
Walaupun tidak selalu sama, tetapi yang lebih penting adalah bahwa prosesnya
sejalan dengan fungsi evaluasi itu sendiri. Berikut ini dipaparkan tahapan evaluasi
yang sifatnya umum digunakan:
a. Menentukan apa yang akan dievaluasi.
b. Merancang (desain) kegiatan evaluasi.
c. Pengumpulan data.
d. Pengolahan dan analisis data.
e. Pelaporan hasil evaluasi
f. Tindak lanjut hasil evaluasi.
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II.1.6 Berbagai Masalah dan Kendala dalam Evaluasi Kebijakan Publik
Kerumitan dan kekompleksan dalam proses evaluasi terjadi karena
melibatkan berbagai macam kepentingan individu-individu yang terlibat dalam di
dalamnya. Selain itu, kerumitan proses evaluasi juga karena melibatkan kriteria-
kriteria yang ditujukan untuk melakukan evaluasi.
Anderson mengidentifikasi setidaknya enam masalah yang akan dihadapi
dalam proses evaluasi kebijakan, antara lain:
a. Ketidakpastian atas tujuan-tujuan kebijakan.
Bila tujuan-tujuan dari suatu kebijakan tidak jelas atau tersebar,
sebagaimana seringkali terjadi, maka kesulitan yang timbul adalah
menentukan sejauh mana tujuan-tujuan tersebut telah dicapai.
Ketidakjelasan tujuan biasanya berangkat dari proses penetapan kebijakan.
b. Kausalitas (sebab-akibat).
Bila seorang evaluator menggunakan evaluasi sistematik untuk melakukan
evaluasi terhadap program-program kebijakan, maka ia harus memastikan
bahwa perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan nyata harus
disebabkan oleh tindakan-tindakan kebijakan.
c. Dampak kebijakan yang menyebar.
Dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan pada keadaan-keadaan atau
kelompok-kelompok selain mereka yang menjadi sasaran atau tujuan
kebijakan yang memiliki kepentingan dan nilai-nilai berbeda dalam proses
penetapan kebijakan.
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d. Kesulitan-kesulitan dalam memperoleh data.
Kekurangan data yang relevan dan akurat secara statistic serta informasi
lainnya merupakan ketidaksempurnaan bagi evaluator kebijakan.
e. Resistensi pejabat.
f. Evaluasi mengurangi dampak.
Berbeda dengan tahapan proses kebijakan public yang lain, tahap evaluasi
kebijakan sering kurang mendapat perhatian baik dari kalangan implementator
maupun stakeholders yang lain. Suatu program sering hanya berhenti pada tahap
implementasi, tanpa diikuti tahap evaluasi. Berikut ini diidentifikasi berbagai kendala
dalam melakukan evaluasi kebijakan.
a. Kendala psikologis. Banyak aparat pemerintah masih alergi dengan kegiatan
evaluasi, karena dipandang berkaitan dengan prestasi dirinya. Apabila hasil
evaluasi menunjukkan kurang baik, bisa jadi akan menghambat karier
mereka. Sehingga banyak aparat memandang kegiatan evaluasi bukan
merupakan bagian penting dari proses kebijakan public. Evaluasi hanya
dipahami sebagai kegiatan tambahan, yang boleh dilakukan atau tidak.
b. Kendala ekonomis. Kegiatan evaluasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit,
seperti biaya untuk pengumpulan dan pengolahan data, biaya untuk para staf
administrasi, dan biaya untuk para evaluator. Proses evaluasi akan
mengalami hambatan apabila tanpa didukung finansial.
c. Kendala teknis. Evaluator sering dihadapkan pada masalah tidak tersedianya
cukup data informasi yang up to date. Di samping itu, data yang ada
kualitasnya kurang baik, karena supply data kepada suatu instansi yang lebih
25
tinggi dan instansi yang lebih rendah hanya dipandang sebagai pekerjaan
rutin dan formalitas tanpa memperhitungkan substansinya.
d. Kendala politis. Evaluasi sering terbentur dan bahkan gagal karena alasan
politik. Masing-masing kelompok itu bisa jadi saling menutupi kelemahan dari
implementasi suatu program dikarenakan ada deal atau bargaining politik
tertentu (Bryant dan White, dalam Nawawi 2007).
e. Kurang tersedianya evaluator. Pada berbagai lembaga pemerintah, kurang
tersedia sumber daya manusia yang memiliki kompetensi melakukan
evaluasi. Ini disebabkan Karena belum tercipta budaya evaluasi, sehingga
pemerintah tidak memiliki program yang memiliki kompetensi di bidang
evaluasi. Selama ini program pelatihan lebih berfokus pada peningkatan
kompetensi di bidang lainnya.
II.1.7 Metode Evaluasi
Untuk melakuakan evaluasi terhadap program yang telh diimplementasikan
ada beberapa metode evaluasi dalam Subarsono (2008:128), yakni:
a. Single program after-only, informasi diperoleh berdasarkan keadaan
kelompok sasaran setelah program dijalankan.
b. Single program before-after, informasi yang diperoleh berdasarkan
perubahan keadaan kelompok sasaran sebelum dan sesudah program
dijalankan.
c. Comparative after-only, informasi yang diperoleh berdasarkan keadaan
sasaran dan bukan sasaran sesudah program dijalankan.
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d. Comparative before-after, informasi yang diperoleh berdasarkan efek
program terhadap kelompok sasaran sebelum dan sesudah program
dijalankan.
Masing-masing dari jenis evaluasi tersebut akan menghasilkan jenis
informasi dan data yang berbeda, dapat dilihat pada tabel II.4 berikut.
Tabel II.4
Metodologi untuk Evaluasi Program
Jenis Evaluasi
Pengukuran Kondisi Kelompok
Kontrol
Informasi yang
Diperoleh
Sebelum Sesudah
Single program
after-only
Tidak Ya Tidak ada Keadaan kelompok
sasaran
Single program
before-after
Ya Ya Tidak ada Perubahan kelompok
sasaran
Comparative
after-only
Tidak Ya Ada Keadaan klp sasaran
dan klp kontrol
Comparative
before-after
Ya Ya Ada Efek pogram
terhadap kelp
sasaran dan kelp
program
Sumber: Finsterbusch dan Motz (dalam Subarsono 2008:130)
II.2 Konsep Retribusi Daerah
II.2.1 Pengertian Retribusi Daerah
Salah satu sumber penerimaan Negara adalah retribusi. Berbeda dengan
pajak, retribusi pada umumnya berhubungan dengan kontra prestasi langsung,
dalam arti bahwa pembayar retribusi akan menerima imbalan secara langsung dari
retribusi yang dibayarnya (Brotodihardjo dalam Siahaan). Hal tersebut memang
disengaja, sebab pembayaran tersebut oleh si pembayar ditujukan semata-mata
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untuk mendapatkan suatu prestasi yang tertentu dari pemerintah, misalnya
pembayaran uang sekolah/kuliah, pembayaran abonemen air minum, pembayaran
listrik, pembayaran gas, dan sebagainya. Oleh sebab itu, dapat kita defenisikan
bahwa retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan.
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Retribusi Darah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan.
Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan Retribusi Daerah, antara
lain:
a. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.
b. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta
pengawasan penyetorannya.
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c. Jasa, adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan
yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
d. Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah
daerah untuk tujuan kepentingan atau kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
e. Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah
dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat
pula disediakan oleh sektor swasta.
f. Perizinan Tertentu, adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber
daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
g. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
h. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan
tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
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II.2.2 Jenis Retribusi Daerah
Jenis retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:
1. Retribusi Jasa Umum
Retribusi jasa umum ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan
kriteria-kriteria, sebagai berikut:
a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi
jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu;
b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi;
c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau
badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk
melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi;
e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai
penyelenggaraannya;
f. Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta merupakan
slah satu sumber pendapatan daerah yang potensial; dan
g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut
dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.
Jenis-jenis retribusi Jasa Umum adalah:
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
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c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte
Catatan Sipil;
d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
f. Retribusi Pelayanan Pasar
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
2. Retribusi Jasa Usaha
Retribusi jas usaha ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan
kriteria-kriteria, sebagai berikut:
a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi
jasa umum atau retribusi perizinan tertentu; dan
b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang
seyogyanya disediakan oleh sector swasta tetapi belum memadai
atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum
dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.
Jenis retribusi jasa usaha, adalah:
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
c. Retribusi Tempat Pelelangan
d. Retribusi Terminal
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e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
g. Retribusi Penyedotan Kaskus
h. Retribusi Rumah Potong Hewan
i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
k. Retribusi Penyeberangan di atas Air
l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
m. Retribusi Penjualan Produksi Daerah
3. Retribusi Perizinan Tertentu
Retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah
dengan kriteria-kriteria, sebagai berikut:
a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang
diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi;
b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi
kepentingan umum; dan
c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin
tertentu dari biaya untuk menanggulangi dampak negative dari
perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi
perizinan.
Jenis retribusi perizinan tertentu adalah:
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
b. Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
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c. Retribusi Izin Gangguan
d. Retribusi Izin Trayek
II.2.3 Objek Retribusi Daerah
Objek retribusi daerah terdiri dari:
1. Jasa umum yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan
pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Jasa usaha yaitu berupa pelayan yang disediakan oleh pemerintah
daerah dengan menganut prinsip komersial.
3. Perizinan tertentu yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber
daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
II.2.4 Subjek Retribusi Daerah
Subjek retribusi daerah adalah, sebagai berikut:
1. Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan / menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
2. Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan / menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
3. Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang
memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.
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II.2.5 Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah
Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah, sebagai berikut:
1. Retribusi jasa umum berdasarkan kebijakan daerah dengan
mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan,
kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
2. Retribusi jasa usaha berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh
keuntungan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana
keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang
beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar;
3. Retribusi perizinan tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup
sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang
bersangkutan.
Penetapan tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun
sekali.
II.2.6 Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi dan Tata Cara
Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa
Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh kepala daerah.
Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. Penghapusan piutang retribusi
daerah propinsi dan piutang retribusi daerah Kabupaten/kota yang sudah
kadaluwarsa dilakukan dengan keputusan yang masing-masing ditetapkan oleh
Gubernur dan Bupati/Walikota. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah
kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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II.3 Konsep Retribusi Izin Trayek
II.3.1 Pengertian Izin Trayek
Dalam hal ini izin trayek terdiri atas dua suku kata, yakni izin dan trayek.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, izin berarti pernyataan mengabulkan
(tidak melarang, dan sebagainya), menyetujui, membolehkan. Trayek adalah rute
atau jarak perjalanan yang ditempuh atau jalan yang dilalui
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara No. 7 Tahun 2011,
trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan
mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan
perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak tetapdalam wilayah
Kabupaten/kota.
Sehingga, izin trayek adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau
badan usaha untuk melakukan usaha angkutan yang melayani jasa angkutan pada
trayek yang ditentukan dalam wilayah Kabupaten/kota. (Perda Toraja Utara No. 7
Tahun 2011).
II.3.2 Pengelompokan dan Jenis Angkutan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, angkutan
dikelompokkan ke dalam:
1. Angkutan orang dalam trayek
2. Angkutan orang tidak dalam trayek
3. Angkutan barang khusus atau alat berat
35
Gambar II.1
Pengelompokan Angkutan berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun
2009
Sumber: hubdat.dephub.go.id/ …/download
ANGKUTAN
Kendaraan
UMUM
Kendaraan tak Bermotor
ORANG
BusMobil Penumpang
DALAM TRAYEK
Kendaraan Umum
TIDAK DALAM TRAYEK
KHUSUS
BARANG
Sepeda
LINTAS BATAS NEGARA
AKAP
AKDP
PERKOTAAN
PEDESAAN
TAKSI
TUJUAN TERTENTU
PARIWISATA
KAWASAN TERTENTU
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II.3.3 Pengertian Retribusi Izin Trayek
Retribusi izin trayek merupakan salah satu jenis dari golongan retribusi
perizinan tertentu.
Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2011, retribusi
izin trayek adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan
usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu
trayek tertentu dalam wilayah Kabupaten/kota.
Berikut beberapa istilah yang sering dijumpai pada retribusi izin trayek, yaitu
sebagai berikut:
1. Kendaraan umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk
dipergunakan oleh umum dengan dipungut biaya.
2. Kendaraan angkutan barang adalah setiap kendaraan bermotor yang
digunakan untuk mengangkat barang tanpa adanya trayek tertentu.
3. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi
sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat
duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan
pengangkutan bagasi.
4. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8
(delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik
dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
5. Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk
dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk mengangkut
keperluan khusus atau untuk mengangkut barang khusus.
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6. Izin operasi angkutan barang adalah izin yang diberikan kepada orang
pribadi atau badan usaha untuk melayani kebutuhan jasa angkutan
penumpang umum tidak dalam trayek yang ditentukan dalam wilayah
daerah.
7. Angkutan kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam
wilayah kota dengan mempergunakan mobil penumpang umum yang
terikat di dalam trayek tertentu dalam wilayah daerah.
8. Retribusi izin insidentil adalah pembayaran atas pemberian izin istimewa
kepada pengemudi angkutan umum atau barang pada suatu atau
beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
9. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk
melaporkan data objek retribusi daerah dan wajib retribusi sebagai dasar
perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan
yang berlaku.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD,
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang
terutang.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
retribusi karena jumlah kredit lebih besar daripada retribusi yang terutang
atau tidak seharusnya terutang.
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12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa
bunga dan atau denda.
13. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB
yang diajukan oleh wajib retribusi.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam
rangka pengawasan, kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah
berdasarkan peraturan yang berlaku.
15. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di Bidang Retribusi
Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
II.3.4 Objek dan Subjek Retribusi Izin Trayek
Retribusi izin trayek ini merupakan retribusi daerah yang dipungut berdasar
atas pemberian izin trayek.
Objek retribusi izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau
badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau
beberapa trayek tertentu.
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin
trayek dari pemerintah daerah.
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Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan
jenis angkutan penumpang umum.
II.3.5 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin trayek didasarkan
pada tujuan untuk menutup sebagian atau keseluruhan biaya penyelenggaraan
pemberian izin yang bersangkutan.
Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana yang dimaksud meliputi
penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, dan biaya dampak negative dari
pemberian izin tersebut.
Struktur dan besarnya tarif retribusi trayek angkutan penumpang umum dan
izin angkutan barang dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel II.5
Struktur dan Besarnya Tarif Digolongkan Berdasarkan Jenis Angkutan
Penumpang Umum dan Daya Angkut
JENIS ANGKUTAN KAPASITAS TEMPATDUDUK TARIF (Rp)
Mobil Penumpang 8 orang ke bawah Rp. 120.000,-
Mobil Bus 9 s/d 18 orang Rp. 150.000,-
Mobil Taxi - Rp. 200.000,-
Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara No. 7 Tahun 2011
Tabel II.6
Tarif Izin insidentil (Istimewa):
Jenis Angkutan Kapasitas Tarif (Rp)
Mobil Bus 20 tempat duduk ke atas Rp. 25.000,-
Mobil Penumpang
Umum 9 s/d 19 tempat duduk Rp. 15.000,-/ Mobil
Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara No. 7 Tahun 2011
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Retribusi yang tertuang diatas dipungut di wilayah daerah tempat izin trayek
diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.
II.3.6 Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun dan dapat
diperpanjang.
Masa retribusi izin insidentil disesuaikan dengan waktu kepentingan
penggunaan antara lain:
1. Maksimum 7 (tujuh) hari untuk mobil bus atau mobil penumpang umum
atau tidak umum.
2. Maksimum 7 (tujuh) hari untuk mobil barang.
3. Maksimum 10 (sepuluh) hari untuk mobil angkutan khusus.
4. Maksimum 7 (tujuh) hari untuk mobil bus pariwisata.
Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen
lainnya yang dipersamakan.
II.3.7 Pemungutan dan Tata Cara Pembayaran Retribusi
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan itu dapat berupa karcis, kupon dan
kartu langganan. Tata cara pelaksanaan pemungutan dan penagihan retribusi diatur
dengan Peraturan Bupati.
Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligu untuk masa 1 (satu) bulan.
Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan
Peraturan Bupati.
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Pemanfaatan dari Retribusi Izin Trayek itu sendiri diutamakan untuk
mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan izin trayek.
II.4 Kerangka Pikir
Dalam pelaksanaan otonomi, daerah dituntut untuk mengerahkan
kemampuan mencari dan mengembangkan potensi daerah dalam meningkatkan
perekonomian daerahnya sendiri termasuk meningkatkan perolehan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) melalui pungutan yang berupa pajak dan atau retribusi daerah di
samping pengelolaan terhadap sumber PAD yang sudah ada yang akan
dipergunakan dalam membangun daerahnya.
Salah satunya adalah penerimaan dari Retribusi izin trayek yang merupakan
salah satu jenis retribusi perizinan tertentu yang juga berperan dalam peningkatan
pendapatan asli daerah yang dipungut oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja
Utara.
Akan tetapi penerimaan dari sector Retribusi Izin Trayek ini belum optimal.
Untuk mengevaluasi penerimaan retribusi izin trayek di Kabupaten Toraja Utara
dapat dilihat dengan terlebih dahulu mengidentifikasi setiap permasalahan dalam
pengelolaan penerimaan retribusi izin trayek melalui 5 indikator evaluasi yang
dikembangkan oleh William N. Dunn (dalam Nawawi) yaitu efektifitas, kecukupan,
pemerataan, responsivitas dan ketepatan pengelolaannya dan melihat faktor-faktor
yang menyebabkan terjadinya penurunan dalam penerimaan retribusi ini sehingga
diketahuilah realisasi penerimaannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar
berikut:
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Gambar II.2
Kerangka Pikir
Evaluasi
Penerimaan
Retribusi
Izin Trayek Faktor-faktor
yang
menyebabkan
terjadinya
penurunan
Indicator evaluasi:
 Efektifitas
 Kecukupan
 Pemerataan
 Responsivitas
 Ketepatan Realisasi
Penerimaan
Retribusi
Izin trayek
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BAB III
METODE PENELITIAN
III.1 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Dinas Perhubungan Kabupaten
Toraja Utara. Hal ini didasarkan karena instansi tersebut diberi kewenangan untuk
mengelola retribusi izin trayek di Kabupaten Toraja Utara.
III.2 Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian terbagi atas dua, yaitu pendekatan kualitatif dan
pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan
kualitatif. Dimana pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang
mendalam, suatu data yang mengandung makna (Sugyono, 2010: 9).
III.3 Tipe dan Dasar Penelitian
Tipe dan dasar penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini
adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk
mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa
membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel
lainnya (Sugiyono, 2011:11). Penelitian deskriptif ini didasarkan untuk
menggambarkan kenyataan dari fokus yang diteliti, tanpa membuat perbandingan
atau menghubungkan dengan fokus lain. Sehingga penulis dapat dimudahkan untuk
mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengevaluasi penerimaan retribusi
izin trayek di Kabupaten Toraja Utara.
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III.4 Unit Analisis
Unit analisis pada penelitian ini adalah organisasi, yaitu dinas perhubungan.
Penentuan unit analisis ini didasarkan pada tugas dan fungsi dari dinas
perhubungan sebagai pelaksana yang bertanggungjawab terhadap pemungutan
retribusi izin trayek di Kabupaten Toraja Utara.
III.5 Informan
Dalam penelitian ini informan yang dimaksudkan oleh peneliti adalah
pegawai baik pimpinan ataupun bawahan yang terlibat dalam pemungutan dan
dalam proses mengelolah retribusi izin trayek baik secara langsung maupun tidak
langsung pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara.
Informan dalam penelitian yang berhubungan dengan evaluasi penerimaan
retribusi izin trayek di Kantor Dinas Perhubungan Toraja Utara, adalah:
1. Sekretaris dinas perhubungan
2. Bendahara penerima dinas perhubungan
3. Kepala bidang angkutan
4. Kepala seksi angkutan khusus
5. Petugas penagih/kolektor
6. Wajib retribusi izin trayek
7. Sekretaris DPPKAD
III.6 Jenis dan Sumber Data
Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif ini terdiri atas
dua sumber data, yaitu:
1. Data Primer
45
Data primer yaitu data yang secara langsung didapatkan melalui
wawancara mulai dari pimpinan teratas sampai kepada pegawai unit
terkecil di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara atau dari
narasumber / informan yang berpotensi dalam memberikan informasi
yang relevan dan sebenarnya di lapangan.
2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung
untuk mendukung penulisan yang bersumber dari dokumen atau catatan,
literatur-literatur, serta arsip-arsip resmi hasil olahan Dinas Perhubungan
yang berkaitan dengan penerimaan retribusi izin trayek di Kabupaten
Toraja Utara.
III.7 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Wawancara
Wawancara, yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan
data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi antara peneliti dengan
informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang jelas dan
relevan tentang evaluasi penerimaan retribusi izin trayek.
2. Observasi
Observasi, yaitu suatu cara untuk memperoleh data melalui kegiatan
pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh
keterangan yang relevan dengan objek penelitian. Kemudian dengan
melakukan observasi peneliti dapat mencatat dan menggali apa saja
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yang ditemukan untuk memberikan gambaran secara utuh tentang objek
yang akan diteliti.
3. Studi Dokumen
Studi dokumen, yaitu cara pengumpulan data dari telaah pustaka,
dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan
dengan penerimaan retribusi izin trayek baik berupa buku, jurnal,
peraturan-peraturan yang telah tersedia pada lembaga.
III.8 Teknik Analisis Data
Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai
dengan apa yang telah menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka analisis data yang
digunakan adalah teknik analisa data deskriptif kualitatif dengan cara menganalisis
konteks dari telaah pustaka dan analisis dari hasil pernyataan informan dalam
wawancara langsung, observasi dan telaah dokumen, dengan cara
mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,
menyajikan data dalam bentuk teks naratif, grafik, tabel dan bagan. Setelah itu,
peneliti membuat atau menarik kesimpulan atau melakukan verifikasi dengan
meninjau ulang catatan-catatan di lapangan secara cermat sehingga data-data
dapat diuji kevalidannya.
III.9 Fokus Penelitian
Secara ilmiah fokus penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan
data sehingga tidak terjadi bias terhadap data yang akan diambil. Untuk
mempermudah dan memperjelas pemahaman terhadap konsep-konsep penting
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yang digunakan dalam penelitian ini, maka adapun fokus penelitian yang berupa
indikator yang akan diteliti, yaitu:
1. Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara selaku instansi yang
melakukan pemungutan dan pengolahan serta melakukan pengawasan
terhadap jalannya pemungutan retribusi izin trayek.
2. Efektifitas atau (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternatif
mencapai hasil yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari
diadakannya tindakan. Dalam evaluasi yang dilakukan efektifitas
digunakan untuk melihat sejauh mana realisasi dari target/tujuan dapat
tercapai.
3. Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat
efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai dan kesempatan yang
menumbuhkan adanya masalah. Kriteria pada kecukupan menekankan
pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dengan hasil yang
diharapkan.
4. Pemerataan (equity) biasa juga disebut dengan kesamaan. Kriteria
pemerataan memfokuskan kepada distribusi dari suatu jenis program
yang diterapkan, memberikan penggambaran misalnya apakah biaya
atau anggaran yang ada dapat didstribusikan secara merata kepada
target grup dalam hal ini publik dengan kategori-kategori kelompok yang
berbeda.
5. Responsivitas (responsivennes) berkenaan dengan seberapa suatu
kebijakan/program dapat memuaskan kebutuhan, prefensi atau nilai
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kelompok-kelompok masyarakat. Kriteria reponsivitas kemudian menjadi
penting karena dari penilaian kriteria ini akan dapat memuaskan kriteria-
kriteria sebelumnya yakni efektifitas, kecukupan dan perataan, karena
jika kriteria ini yang gagal maka alternatif dari suatu kebijakan dapat
dipastikan gagal dalam mencapai tujuan yang diinginkan.
Dari dua indikator yang ada yang digunakan peneliti untuk melihat kriteria
responsivitas yakni tingkat kepuasan masyarakat dan dampak yang
ditimbulkan dalam suatu kebijakan, program, atau proyek.
6. Kriteria ketepatan (appropriateness), berbicara mengenai apakah hasil
yang dicapai mendatangkan manfaat.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
IV.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Yang menjadi gambaran umum dalam lokasi penelitian ini adalah Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toraja Utara.
IV.1.1 Keadaan Umum Kabupaten Toraja Utara
IV.1.1.1. Letak Geografis dan Administratif
Kabupaten Toraja Utara dengan ibukota Rantepao adalah salah satu
Kabupaten dari 24 Kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk
sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2008 yang terletak antara 2°-3°LS dan 119°-
120°BT. Pada bagian utara, Toraja Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan
Provinsi Sulawesi Barat, pada bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Tana
Toraja, bagian timur dengan Kota Palopo dan Kabupaten Luwu, serta bagian barat
berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat.
Toraja Utara berada pada ketinggian 704-1.646 meter di atas permukaan air
laut dengan luas wilayah ±1.151,47 km² yang secara administrative terbagi atas 21
kecamatan, 40 kelurahan dan 111 desa dengan rincian sebagai berikut:
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Tabel IV.1
Rincian Wilayah Administratif Kabupaten Toraja Utara
Kecamatan Kelurahan Desa
Kecamatan Rantepao 9 2
Kecamatan Sesean 5 4
Kecamatan Nanggala 1 8
Kecamatan Rindingallo 2 7
Kecamatan Buntao 2 4
Kecamatan Sa’dan 2 8
Kecamatan Sanggalangi 1 5
Kecamatan Sopai 1 7
Kecamatan Tikala 2 5
Kecamatan Balusu 2 5
Kecamatan Tallunglipu 6 1
Kecamatan Dende’ Piongan Napo 1 7
Kecamatan Buntu Pepasan 1 12
Kecamatan Baruppu 1 3
Kecamatan Kesu 2 5
Kecamatan Tondon - 4
Kecamatan Bangkelekila - 4
Kecamatan Rantebua 2 5
Kecamatan Sesean Suloara - 5
Kecamatan Kapala Pitu - 6
Kecamatan Awan Rante Karua - 4
Sumber: Selayang Pandang Kabupaten Toraja Utara 2014
IV.1.1.2. Panjang Jalan dan Kendaraan Bermotor
Tersedianya jalan yang berkualitas merupakan prasarana pengangkutan
darat yang akan meningkatkan usaha pembangunan khususnya dalam usaha dalam
upaya memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari
satu daerah ke daerah lain.
Panjang jalan di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2013 mencapai
1.142,22 km, menurut jenis permukaan terdiri dari 252,80 km jalan aspal, 376,28 km
jalan kerikil, 253,13 km jalan tanah dan 260,01 lainnya.
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Lalu lintas angkutan darat merupakan tulang punggung transportasi dari
dan menuju daerah Kabupaten Toraja Utara. Jumlah kendaraan bermotor di
Kabupaten Toraja Utara tahun 2013 sebanyak 16.809 unit. Bila dibandingkan
dengan tahun sebelumnya, jumlah kendaraan menurun yaitu 22.654 unit pada tahun
2012.
Dengan tersedianya infrastruktur kabupaten dan provinsi yang sangat
mendukung sehingga jarak tempuh antara Kabupaten Toraja Utara dengan ibukota
provinsi yakni Kota Makassar yang berkisar 329 km yang melalui Kabupaten Tana
Toraja, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kota Pare-pare, Kabupaten Barru,
Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros dapat ditempuh hanya dalam tempo
tujuh jam menggunakan bus ataupun sarana transportasi darat lainnya yang menuju
Kabupaten Toraja Utara. Sehingga memungkinkan bagi para turis lokal maupun
mancanegara, serta roda perputaran ekonomi dapat masuk dan menjangkau Toraja
Utara dengan baik. Berikut merupakan uraian jalan menurut pemerintah yang
berwenang di Kabupaten Toraja Utara:
Tabel IV.2
Panjang Jalan Menurut Pemerintah yang Berwenang di Kabupaten Toraja Utara
Uraian Kapasitas
Jalan Negara 43 km
Jalan Kabupaten 742,32 km
Jalan Desa 356,90 km
Sumber: Selayang Pandang Kabupaten Toraja Utara 2014
Dari Kota Makassar, Kabupaten Toraja Utara dapat diakses melalui dua
jalur, yakni melalui jalur transportasi darat menggunakan mobil bus, mobil
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penumpang, mobil barang maupun sepeda motor, juga dapat melalui sarana
transportasi udara.
IV.1.1.3. Keadaan Penduduk
Dalam suatu daerah yang menjadi penentu dasar atau pilar perkembangan
daerah salah satunya yaitu sumber daya manusia yang tidak lain adalah penduduk.
Penduduk Kabupaten Toraja Utara berjumlah 222.400 jiwa yang tersebar di
21 kecamatan yang terdiri dari 112.000 jiwa penduduk laki-laki dan 110.400 jiwa
penduduk perempuan. Dimana penduduk sebagian besar memeluk agama Kristen
dengan mata pencaharian pada sector pertanian 73,15% dari jumlah penduduk yang
bekerja.
IV.1.1.4. Keadaan Sosial Budaya
Dalam sebuah daerah tentunya kita mengetahui bahwa setiap daerah
memiliki ciri yang berbeda sebagai corak yang membedakan social budaya masing-
masing daerah, seperti juga dengan yang ada di Toraja Utara. Berikut keadaan
social budaya Kabupaten Toraja Utara:
A. Pendidikan
Pembangunan bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) suatu
Negara menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan social, karena
manusia adalah pelaku utama dari seluruh kegiatan tersebut. Dari tahun ke
tahun partisipasi seluruh masyarakat dalam dunia pendidikan di Toraja Utara
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semakin meningkat, hal ini berkaitan dengan program pemerintah terhadap
pendidikan demi meningkatnya kesempatan masyarakat untuk mengenyam
pendidikan.
Peningkatan partisipasi pendidikan untuk mencapai bangku pendidikan
tertentu harus diikuti dengan berbagai peningkatan penyediaan sarana fisik
pendidikan dan tenaga pendidik yang baik.
Sampai dengan tahun ajaran 2013 tercatat 105 Taman Kanak-Kanak
(TK) dengan murid sebanyak 2.247 jiwa, sekolah dasar (SD) terdiri dari 188
sekolah (termasuk SD Inpres, SD non-Inpres dan SD Swasta). Pada tingkat
SMP, terdapat 59 SMP Negeri dengan jumlah 13.095 siswa dan 10 SMP
Swasta dengan jumlah 2.356 siswa. Pada tingkat SMA, terdapat 7 SMA
Negeri dengan jumlah 3.262 siswa dan 5 SMA swasta dengan 1.642 siswa.
Selain itu, terdapat pula 4 sekolah menengah kejuruan (SMK) yang
berstatus negeri dengan 1.906 orang siswa dan 18 SMK swasta dengan
4.945 orang siswa. Pada tingkat perguruan tinggi (PT), terdapat 4 PT swasta
dengan 3.684 mahasiswa dan 1 buah PTN dengan 820 orang mahasiswa.
Tenaga pengajar (guru) pada SD non-Inpres terdapat 1.944 orang guru,
dan 99 orang Guru SD swasta. 885 orang Guru SMP negeri, 223 orang Guru
SMP swasta, 322 orang Guru SMA negeri, 130 orang Guru SMA swasta, 182
Guru SMK negeri, 221 orang Guru SMK swasta. Perguruan Tinggi Negeri
memiliki 32 orang Dosen dan 185 orang dosen di Perguruan tinggi swasta.
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B. Kesehatan
Sampai tahun 2013, di Kabupaten Toraja Utara terdapat 1 unit rumah
sakit swasta, 22 puskesmas, 254 posyandu dan 93 polindes/poskesdes.
Dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) pada tahun 2013,
setidaknya terjaring 8.691 orang akseptor baru. Pada umumnya akseptor
baru tersebut memilih menggunakan kontrasepsi pil dan suntikan, yakni
masing-masing berjumlah 2.472 dan 4.012 orang atau dapat dikatakan
bahwa kedua jenis alat kontrasepsi tersebut dipilih sekitar 74,60% dari
seluruh akseptor baru.
C. Agama
Perkembangan pembangunan di bidang spiritual dapat di lihat dari
semakin berkembangnya fasilitas peribadatan masing-masing agama.
Mayoritas masyarakat Kabupaten Toraja Utara memeluk agama Kristen, baik
itu katolik maupun protestan namun protestan yang lebih mendominasi.
Oleh karena itu, kegiatan yang berhubungan dengan kebudayaaan
setempat diwarnai dengan ajaran kekristenan. Tempat peribadatan agama
Kristen baik protestan maupun katolik pada tahun 2013 masing-masing
berjumlah 563 dan 105 unit. Di Toraja Utara seperti yang tertulis sebelumnya
bahwa masyarakatnya mayoritas memeluk agama Kristen yang diketahui
bahwa pemeluk agama Kristen Protestan terdapat 162.631 jiwa, pemeluk
agama Katolik terdapat 51.183 jiwa, pemeluk agama Islam terdapat 6.776
jiwa dan pemeluk agama Hindu sekitar 1.610 jiwa.
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D. Adat Istiadat
Keadaan social budaya Kabupaten Toraja Utara tidak dapat terlepas dari
kondisi kebudayaan masyarakatnya yang sangat unik. Keunikan tersebut
dapat dilihat dari upacara adat masyarakat yang terdiri atas upacara rambu
solo’ (upacara kematian) yang begitu menarik minat wisatawan untuk
melihatnya dan upacara rambu tuka’ (pesta pernikahan dan upacara
pengucapan syukur rumah adat “Tongkonan” baru yang disebut Mangrara
Banua), serta rumah bentuk rumah adat Tongkonan yang menghadap ke
selatan yang menggambarkan asal nenek moyang masyarakat Toraja.
IV.1.2 Keadaan Umum Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ada sejak berdirinya
Toraja Utara namun sebelumnya berada pada satu naungan bersama dengan Dinas
Pariwisata (Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika) kemudian
pada tahun 2010 dilakukan pemisahan dan kemudian hingga saat ini bernama Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang beralamat di Terminal Bolu,
Kecamatan Tallunglipu.
Dishubkominfo merupakan dinas yang ditunjuk langsung untuk
melaksanakan kebijakan pemungutan retribusi izin trayek di Kabupaten Toraja
Utara, untuk itu perlu juga diketahui Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan
dan Program, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber Daya Manusia, serta Struktur
Organisasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara.
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IV.1.2.1. Visi
Visi dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, yaitu
“Tersedianya prasarana, sarana transportasi yang berkualitas dalam
mengoptimalkan pelayanan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di bidang
Perhubungan Kabupaten Toraja Utara”.
IV.1.2.2. Misi
Misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, adalah
a. Mengantisipasi penyediaan prasarana dan sarana Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika.
b. Mengsinergikan potensi penyediaan sarana prasarana dengan
Informatika, Komunikasi, Swasta, masyarakat dan pemerintah.
c. Mengembangkan kemampuan dan kesiapan sumber daya manusia
secara professional.
d. Memberdayakan masyarakat, swasta untuk berperan aktif dalam
mewujudkan keamanan, ketertiban dan keselamatan (Zero Accident).
IV.1.2.3. Tujuan dan Sasaran
Dinas Perhubungan memiliki tujuan, sebagai berikut:
a Meningkatkan pelayanan, pengawasan penertiban dan mengatur
ketertiban terhadap pelanggar.
b Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
c Meningkatkan kontribusi terhadap Pendapata Asli Daerah (PAD).
d Meningkatkan sarana dan prasarana.
Adapun sasaran Dinas Perhubungan, yaitu:
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a Meningkatnya pelayanan, pengawasan penertiban dan pengaturan
lalu lintas demi terciptanya masyarakat yang sadar berlalu lintas;
b Tersedianya berbagai pelatihan dan pendidikan baik formal maupun
non formal dalam rangka meningkatkan kualitas SDM pada sector
perhubungan;
c Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber retribusi untuk
peningkatan PAD.
d Tersedianya fasilitas lalu lintas (rambu, marka, halte, terminal dsb).
IV.1.2.4. Kebijakan dan Program Dinas Perhubungan
Untuk menjalankan fungsinya Dinas Perhubungan Toraja Utara juga
memiliki kebijakan, sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan pelayanan transportasi yang lancar, aman dan nyaman
dengan mempertimbangkan keselamatan;
b. Memberikan fasilitas terhadap kepentingan umum dalam menggunakan
fasilitas transportasi dengan mempertimbangkan ketentuan hukum dan
peraturan daerah;
c. Membersihkan fasilitas terhadap kepentingan umum dalam menggunakan
fasilitas transportasi dengan mempertimbangkan ketentuan hukum dan
peraturan daerah;
d. Memberikan jaminan keselamatan terhadap masyarakat berkaitan dengan
pengoperasian sarana transportasi barang dengan melakukan peningkatan
kapasitas pengujian kendaraan bermotor;
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e. Memanfaatkan potensi daerah sector transportasi guna mendukung
peningkatan PAD.
Program Dinas Perhubungan:
a. Pelayanan administrasi perkantoran
b. Penyediaan dan pengelolaan air baku, kegiatannya:
– Penyediaan jasa surat menyurat
– Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
– Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/
operasional
– Penyediaan jasa administrasi keuangan
– Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
– Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
– Penyediaan alat tulis kantor
– Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
– Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
– Penyediaan bahan logistic kantor
– Penyediaan peralatan rumah tangga
– Penyediaan makanan dan minuman
– Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
c. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, kegiatan:
– Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
– Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
d. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur, kegiatan:
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– Forum komunikasi di bidang perhubungan
e. Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana LLAJ, kegiatan:
– Rehabilitasi/pemeliharaan saran pengujian kendaraan bermotor
– Rehabilitasi/pemeliharaan flashing lamp, rambu dan halte
f. Peningkatan pelayanan angkutan, kegiatan:
– Penyadaran penghematan energy
– Sosialisasi penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan bagi
siswa SMU
g. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas;
h. Peningkatan kelayakan kendaraan pengoperasian kendaraan bermotor.
IV.1.2.5. Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat berpengaruh
terhadap terlaksananya program yang ada pada setiap organisasi karena sumber
daya manusia merupakan pemeran aktif dalam melaksanakan setiap program yang
ada. Oleh karena itu, keberhasilan suatu program tergantung dari para pelaksana
yang cukup dan berkompetensi pada bidangnya. Pada DISHUBKOMINFO Toraja
Utara sendiri SDMnya berjumlah 68 orang. Jumlah pegawai dapat dilihat pada tabel
di bawah ini:
Tabel IV.3
Data Pegawai Berdasarkan Golongan
No. Golongan Jumlah
1. I 1
2. II 13
3. III 51
4. IV 3
Jumlah 68
Sumber: Kantor Dinas Perhubungan Toraja Utara 2015
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Selain itu berdasarkan komponen unit kerja, persebaran jumlah SDM
terbanyak terdapat pada sub bagian program. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada tabel di bawah ini:
Tabel IV.4
Data Pegawai Berdasarkan Komponen Unit Kerja
No. Unit Kerja Jumlah
1 Kepala Dinas 1
2 Sekretaris 1
3 Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian 6
4 Sub Bagian Keuangan 1
5 Sub Bagian Program 8
6 Seksi Manajemen Lalu Lintas 5
7 Seksi Rekayasa Lalu Lintas 4
8 Seksi Pengawasan dan Pengendalian 6
9 Seksi Angkutan Orang 6
10 Seksi Angkutan Barang 4
11 Seksi Angkutan Khusus 4
12 Seksi Terminal 6
13 Seksi Parkir 2
14 Seksi Pos dan Telekomunikasi 3
15 Seksi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor 6
16 Seksi Teknik Perbengkelan 2
17 Seksi Penyuluhan 2
18 Petugas Kebersihan 1
Jumlah 68
Sumber: Dinas Perhubungan Toraja Utara 2015
Sebagaimana diketahui bahwa latar belakang dan tingkat pendidikan
seseorang sangat berpengaruh terhadap pengetahuan dan pemahaman dalam
menjalankan tugas dan tanggung jawab. Persebaran jumlah SDM di Kantor Dinas
Perhubungan Toraja Utara berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:
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Tabel IV.5
Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Sumber: Kantor Dinas Perhubungan Toraja Utara, 2015
IV.1.2.6. Struktur Organisasi
Dengan struktur organisasi yang baik maka kerja organisasi dapat berjalan
dan mencapai tujuan yang diharapkan. Sesuai dengan Perda No. 8 Tahun 2010
maka dirancanglah struktur organisasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika, terdiri dari:
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat yang di pimpin oleh seorang Sekretaris, membawahi:
– Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
– Kepala Sub Bagian Keuangan
– Kepala Sub Bagian Program
c. Kepala Bidang Lalu Lintas, membawahi:
– Seksi Manajemen Lalu Lintas
– Seksi Rekayasa Lalu Lintas
– Seksi Pengawasan dan Pengendalian
d. Kepala Bidang Angkutan, membawahi:
– Seksi Angkutan Orang
No. Tingkat Pendidikan Jumlah
1 S2 3
2 S1 27
3 D1-D3 2
4 SMA 35
5 SMP 1
Jumlah 68
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– Seksi Angkutan Barang
– Seksi Angkutan Khusus
e. Kepala Bidang Teknik Prasarana, membawahi:
– Seksi Terminal
– Seksi Parkir
– Seksi Pos dan Telekomunikasi
f. Kepala Bidang Teknik Keselamatan, membawahi:
– Seksi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor
– Seksi Teknik Perbengkelan
– Seksi Penyuluhan
IV.1.2.7. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara, maka di bawah ini akan
diuraikan mengenai tugas pokok dan fungsi setiap bagian pada Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika. Uraian tugas pokok dan fungsi tersebut, antara lain:
a. Kepala Dinas
Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok memimpin,
merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasi dan
mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di
bidang perhubungan dan sebagian bidang komunikasi dan informatika.
Dalam melakukan tugas pokoknya Kepala Dinas Perhubungan
menyelenggarakan fungsi:
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– Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
– Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
dengan lingkup tugasnya;
– Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
– Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
b. Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan
dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan
kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program,
pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.
Dalam melaksanakan tugas pokoknya, sekretaris menyelenggarakan
fungsi:
– Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan
pelayanan kesekretariatan;
– Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan
penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
– Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrative dinas;
– Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan
kerumahtanggaan;
– Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan
ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
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– Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi
kepegawaian;
– Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan;
– Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas dinas;
– Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi
pelaksanaan tugas dinas;
– Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan
penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tuga dinas;
– Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan
kesekretariatan;
– Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;
– Pelaksanaan koordinasi/ kerja sama dan kemitraan dengan unit
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan
pelayanan kesekretariatan.
c. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program
dinas.
Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian
Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:
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– Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan
pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program
kerja dinas;
– Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan
program kerja dinas;
– Pelaksanaan penyusunan rencana strategis dinas;
– Pelaksanaan penyusunan rencana peraturan perundang-undangan
penunjang pelaksanaan tugas;
– Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
– Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsi;
– Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja
dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas.
d. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan
serta administrasi kepegawaian.
Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
– Peyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan
pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta
administrasi kepegawaian.
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– Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-
surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
– Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
– Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan
dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan
dinas;
– Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian
administrasi perjalanan dinas;
– Pelaksanaan pelayanan keprotokolan penyelenggaraan rapat-rapat
dinas;
– Pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan
ketertiban kantor;
– Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan
lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan asset
lainnya;
– Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan
prasarana perlengkapan dinas;
– Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan
inventarisasi perlengkapan dinas;
– Penyusunan bahan penataan kelembagaandan ketatalaksanaan
pelaksanaan tugas dinas;
– Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian
peraturan perundang-undangan;
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– Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan
pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
– Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi
pegawai;
– Penyusunan dan penyiapan bahan-bahan administrasi kepegawaian
yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pension, kartu pegawai,
karis/karsu, taspen, askes dan pemberian penghargaan serta
peningkatan kesejahteraan pegawai;
– Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/
pelatihan structural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
– Memfasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan
karier serta disiplin pegawai;
– Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pension dan
cuti pegawai;
– Pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3, DUK, sumpah/janji
pegawai;
– Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
– Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;
– Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi umum dan
kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan sub unit
kerja lain di lingkungan dinas.
e. Kepala Sub Bagian Keuangan
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Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan dinas.
Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Keuangan
menyelenggarakan fungsi:
– Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan
pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan dinas;
– Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan
pembiayaan dinas;
– Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran
pendapatan dan belanja;
– Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar
gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
– Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program
administrasi pengelolaan keuangan;
– Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan
belanja dinas;
– Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan
bahan pembinaan administrasi;
– Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran
pendapatan, belanja dan pembiayaan dinas;
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– Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program
kerja pengelolaan keuangan dengan para kepala bidang di
lingkungan dinas
– Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung
pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;
– Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan
dukungan anggaran pelaksanaan tugas dinas;
– Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
– Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;
– Pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi dan
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dinas dengan sub unit
kerja lain di lingkungan dinas.
f. Kepala Bidang Lalu Lintas
Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas pokok memimpin,
mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan
dan pengelolaan lalu intas yang meliputi manajemen lalu lintas, rekayasa lalu
lintas serta pengawasan dan pengendalian.
Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Lalu Lintas
menyelenggarakan fungsi:
– Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan
pengelolaan lalu lintas;
– Penetapan rencana umum jaringan lalu lintas jalan;
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– Penetapan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap
penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
– Penetapan kelas jalan pada jaringan jalan Kabupaten;
– Penetapan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan,
pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan
alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan
pemakai jalan serta fasilitas pendukung di wilayah Kabupaten;
– Penetapan penyelenggaraan andalalin di wilayah Kabupaten;
– Penepatan penyelenggaraan pencegah dan penanggulangan
kecelakaan lalu lintas di jalan Kabupaten;
– Penetapan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu litas di jalan
yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan atau yang menjadi
isu Kabupaten;
– Penetapan pelayanan perizinan penggunaan jalan selain untuk
kepentingan lalu lintas di jalan Kabupaten
– Penetapan pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan
lalu lintas;
– Penetapan pemberian rekomendasi pemasangan periklanan pada
kawasan selektif;
– Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan lalu lintas;
– Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan lalu lintas;
– Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;
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– Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan dan
pengelolaan lalu lintas:
g. Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas
Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
tugas pengelolaan dalam manajemen lalu lintas.
h. Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas
Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
tugas pengelolaan rekayasa lalu lintas.
i. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian
Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas
pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas pelayanan pengawasan dan pengendalian lalu lintas.
j. Kepala Bidang Angkutan
Kepala Bidang Angkutan mempunyai tugas pokok memimpin,
mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan
dan pengelolaan angkutan.
Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Angkutan
menyelenggarakan fungsi:
– Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan
pengelolaan angkutan;
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– Penetapan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan
kendaraan untuk kebutuhan angkutan;
– Penetapan pemberian izin trayek angkutan pedesaan/angkutan kota;
– Penetapan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan
kendaraan untuk kebutuhan angkutan perintis;
– Penetapan penyusunan jaringan lintas angkutan barang;
– Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk
angkutan;
– Penetapan pemberian izin operasi angkutan;
– Penetapan pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa;
– Penetapan pemberian izin usaha angkutan pariwisata;
– Penetapan pemberian izin usaha angkutan barang;
– Penetapan pemberian izin dispensasi angkutan umum dalam trayek;
– Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam
Kabupaten;
– Penetapan pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah
pelayanannya dalam satu wilayah Kabupaten;
– Penetapan penyusuna rencana umum jaringan sungai dan danau;
– Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau;
– Penetapan pengadaan pemasangan dan pemeliharaan rambu
penyeberangan;
– Penetapan pemberian izin pembuatan tempat penimbunan kayu
(logpon), jaringan terapung dan kerambah di sungai dan danau;
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– Penetapan pemetaan alur sungai untuk kebutuhan transportasi;
– Penetapan pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran
sungai dan danau;
– Penetapan pengawasan pengoperasian angkutan sungai dan danau;
– Penetapan rumusan kebijakan penggunaan kendaraan tidak
bermotor;
– Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan angkutan;
– Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan angkutan;
– Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;
– Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan dan
pengelolaan angkutan.
k. Kepala Seksi Angkutan Orang
Kepala Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
tugas pelayanan angkutan orang.
l. Kepala Seksi Angkutan Barang
Kepala Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
tugas pelayanan angkutan barang.
m. Kepala Seksi Angkutan Khusus dan Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan (ASDP)
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Kepala Seksi Angkutan Khusus dan Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan (ASDP) mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan
dan pengelolaan angkutan khusus dan angkutan sungai, danau dan
penyeberangan.
n. Kepala Bidang Teknik Prasarana
Kepala Bidang Teknik Prasarana mempunyai tugas pokok memimpin,
mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan
dan pengelolaan teknik prasarana yang meliputi terminal, parker, pos, dan
telekomunikasi.
Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Teknik
Prasarana menyelenggarakan fungsi:
– Penetapan penyusunan rencana dan program bagi pelayanan teknik
prasarana;
– Kebijakan penetapan lokasi pembangunan dan pengelolaan, fasilitas
parkir dan pembangunan pelayanan pos dan telekomunikasi;
– penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan teknik
prasarana;
– pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pelayanan teknik
prasarana;
– perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pelayanan teknik
prasarana;
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– pembinaan dan pengarahan tugas di bidang pelayanan teknis
prasarana;
– penetapan rumusan kebijakan dalam pelayanan pemberian perizinan
dan rekomendasi di bidang teknik prasarana berdasarkan
kewenangan yang ada;
– pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan teknik prasarana;
– evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan teknik prasarana;
– pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;
– pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan teknik
prasarana.
o. Kepala Seksi Terminal
Kepala Seksi Terminal mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
pengelolaan terminal.
p. Kepala Seksi Parkir
Kepala Seksi Parkir mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan
dan pengelolaan parkir.
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q. Kepala Seksi Pos dan Telekomunikasi
Kepala Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
tugas pelayanan dan pengelolaan pos dan telekomunikasi.
r. Kepala Bidang Teknik Keselamatan
Kepala Bidang Teknik Keselamatan mempunyai tugas pokok
memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang
pelayanan teknik keselamatan yang meliputi pemeriksaan kendaraan
bermotor, teknik perbengkelan dan penyuluhan.
Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Teknik
Keselamatan menyelenggarakan fungsi:
– Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan teknik
keselamatan;
– Penetapan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
– Penetapan pelaksanaan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai
dengan kewenangannya;
– Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan teknik
keselamatan;
– Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pelayanan teknik
keselamatan;
– Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pelayanan teknik
keselamatan;
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– Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan
teknik keselamatan;
– Penetapan pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor;
– Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan teknik keselamatan;
– Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan teknik keselamatan;
– Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;
– Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan denga unit
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan teknik
keselamatan.
s. Kepala Seksi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor
Kepala Seksi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor mempunyai tugas
pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas pelayanan pemeriksaan kendaraan bermotor.
t. Kepala Seksi Teknik Perbengkelan
Kepala Seksi Teknik Perbengkelan mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
tugas pelayanan dan pengelolaan teknik perbengkelan.
u. Kepala Seksi Penyuluhan
Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan
penyuluhan perhubungan.
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IV.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan telaah dokumen yang
dilakukan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toraja
Utara, dapat digambarkan hasil penelitian sebagai berikut:
IV.2.1. Penerimaan Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Toraja Utara
Penerimaan retribusi izin trayek merupakan suatu bentuk pendapatan
berupa retribusi yang dipungut oleh daerah/Kabupaten berdasarkan izin yang
diberikan kepada seseorang atau instansi untuk melakukan layanan pengangkutan
dalam suatu daerah/wilayah tertentu.
Penerimaan retribusi izin trayek ini merupakan salah satu komponen
penerimaan daerah yang juga potensial dalam meningkatkan pendapatan asli
daerah jika daerah tersebut dapat melihat peluang dan potensi yang dimiliki daerah
tersebut melalui izin trayek yang dikeluarkan oleh daerah tersebut. Selain itu, perlu
dilakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan dan evaluasi dalam
pengelolaan retribusi izin trayek itu sendiri. Untuk mengevaluasi penerimaan
retribusi izin trayek, terdapat beberapa indikator penilaian sebagai berikut:
IV.2.1.1 Efektifitas
Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternative
yang dilaksanakan dapat mencapai hasil / tujuan yang diharapkan. Dalam
evaluasi, efektifitas digunakan untuk melihat sejauh mana realisasi dari target
penerimaan retribusi izin trayek pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Toraja Utara. Adapun komponen yang digunakan untuk
melihat efektifitas penerimaan retribusi izin trayek di Kabupaten Toraja Utara
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yakni; usaha dalam sosialisasi kebijakan pemerintah mengenai retribusi izin
trayek, selanjutnya realisasi perencanaan target melalui pengelolaan
penerimaan/pemungutan retribusi izin trayek, kemudian sampai dimana
pencapaian target yang dicapai dalam penerimaan retribusi izin trayek,
selanjutnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang proses pelayanan
dan pemungutan retribusi izin trayek dan yang terakhir pengawasan dalam
penerimaan retribusi izin trayek. Adapun komponen-komponen penilaian
seberapa efektifnya penerimaan retribusi izin trayek tersebut dapat kita lihat
seperti dalam pembahasan dibawah melalui observasi langsung sebagai berikut:
1) Sosialisasi
Sosialisasi merupakan bentuk komunikasi yang disampaikan atau
ditransferkan oleh pihak Dinas Perhubungan kepada pihak lain (dalam
hal ini yaitu para wajib retribusi, khususnya wajib retribusi izin trayek) baik
itu dalam bentuk pengumuman formal maupun informal mengenai
sejumlah nilai dan aturan yang berkenaan dengan izin trayek, retribusi
izin trayek, rambu-rambu lalu lintas dan peraturan berlalu lintas yang baik
dan benar tanpa menyalahi aturan berlalu lintas dan keselamatan
pengguna angkutan dan jalan. Sosialisasi juga dilakukan agar para wajib
retribusi mengetahui dan melaksanakan kewajiban mereka, demi
terealisasinya target penerimaan retribusi izin trayek di Kabupaten Toraja
Utara.
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi melakukan
sosialisasi dengan cara turun langsung ke terminal melakukan
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pengumuman bahwa akan dilaksanakan sosialisasi mengenai hal-hal
yang berkaitan dengan izin trayek dan lain sebagainya.
Sebagaimana keterangan yang diterima dari Kasie. Angkutan
Khusus, bahwa:
“Kita di sini melakukan sosialisasi tapi sosialisasi yang ada itu
biasanya mengenai perubahan tarif angkutan kalo ada lagi
perubahan, ada juga perubahan peraturan berlalu lintas dengan
sosialisasi tentang rambu-rambu lalu lintas dengan penggunaan
jalan.”
(Wawancara 31 Maret 2015)
Hal yang senada juga diungkapkan oleh Kabid. Angkutan, bahwa:
“Kita lakukan sosialisasi dengan mengundang mereka (para supir
angkutan dan pemilik angkutan sebagai wajib retribusi) datang
melalui koordinator masing-masing trayek di terminal karena
biasanya itu mereka punya koordinator dan diumumkan untuk ikut
sosialisasi di kantor, baru koordinator-koordinator itu yang bilang ke
supir-supir untuk ikut sosialisasi dan ajak orang yang punya
angkutan itu juga biar dengar sosialisasi. Ada juga beberapa supir
yang kita panggil langsung untuk ikut sosialisasi kalau ada
perubahan aturan baru. Tapi yang ikut sosialisasi biasanya tidak
banyak hanya beberapa dari supir-supir dan pemilik mobil yang
lainnya mungkin hanya harap dari koordinatornya saja untuk
dengarkan sosialisasinya”
(Wawancara 2 April 2015)
Sejalan dengan pernyataan di atas penulis melakukan konfirmasi
kepada seorang supir sebut saja Bapak S yang sekaligus adalah pemilik
angkutan (wajib retribusi), mengatakan bahwa:
“Ada sosialisasi apalagi kalau ada perubahan tarif tapi pas ada
perubahan harga bbm baru2 ini waktu presiden turunkan kembali
bbm tidak di beri sosialisasi tarif lagi dari dishub jadi penumpang
saja yang main kasih turun ongkos angkutan sampai sopir-sopir lain
protes tentang tarif yg seharusnya karena kurang juga pemasukan.
Kalau orang di dinas juga ada sosialisasi selalu jam-jam 4 (padahal
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di situ jam-jamnya banyak penumpang jadi kita pergi ambil lurang
saja nanti teman-teman yang ikut yang kita tanyai hasil
pertemuannya.”
(Wawancara 2 April 2015)
Kemudian menurut T salah seorang lagi di antara supir itu juga
mengatakan bahwa:
“Biasanya kalau ada sosialisasi kudengar dari supir-supir lain ji,
katanya mau bicarakan soal perubahan tarif tapi biasanya juga
adami itu kertas di bagi-bagikan buat di tempel di mobil kalo
misalnya adami perubahan tarif.”
(Wawancara 21 April 2015)
Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menjelaskan
bahwa pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh dinas perhubungan
dapat dikatakan belum optimal dan belum efektif jika mereka hanya
mengumumkan kepada beberapa supir dan koordinatornya saja dan
tidak ke seluruh lapisan wajib retribusi itu sendiri. Karena sosialisasi
tersebut sangat penting untuk diketahui oleh semua wajib retribusi dan si
pemilik angkutan agar mereka dapat mengetahui dengan baik pentingnya
dilakukan pemungutan dan pembayaran retribusi izin trayek dalam
penyediaan fasilitas, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
serta untuk menunjang penyelenggaraan izin trayek itu sendiri.
2) Penetapan target penerimaan retribusi izin trayek.
Target penerimaan merupakan tolak ukur realisasi penerimaan
tahunan yang seyogyanya harus dicapai dalam realisasi penerimaan
retribusi izin trayek di Kabupaten Toraja Utara. Yang di maksud disini
adalah tahapan-tahapan atau proses penentuan target penerimaan yang
ingin dicapai dalam satu tahun anggaran.
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Di Kabupaten Toraja Utara penetapan target penerimaan retribusi
izin trayek dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara
dengan melihat seberapa jauh realisasi dari target penerimaan yang
dicapai pada tahun sebelumnya dan kemudian realisasi dari target itulah
yang kemudian dikaji kembali untuk dijadikan acuan dalam menentukan
target yang akan dicapai pada tahun anggaran selanjutnya.
Kemudian menurut keterangan yang diterima dari Kabid. Angkutan,
bahwa:
“Target tidak ditetapkan di dishub, melainkan di DPPKAD dan selalu
menaikkan target tanpa mempelajari terlebih dahulu perda dan
perbup serta tinjauan langsung. Padahal dalam perda dan perbup
tersebut sudah ada beberapa potensi yang sebenarnya potensial
dalam penerimaan retribusi izin trayek tapi tidak tercover lagi
karena pemungutannya diambilalih oleh provinsi”
(Wawancara 2 April 2015)
Hal di atas pun diakui oleh Sekretaris Dinas Perhubungan, bahwa:
“Kalau masalah penentuan target penerimaan retribusi izin trayek
itu bukan kita yang menetapkan namun itu ditetapkn oleh DPPKAD
dan kita hanya melakukan pelayanan dan pemungutan retribusi izin
trayek tersebut.”
(Wawancara 2 April 2015)
Keterangan tersebut di atas dikonfirmasikan kembali oleh peneliti
kepada Sekretaris DPPKAD dengan menerangkan, bahwa:
“Dalam penetapan target mengenai semua komponen penerimaan
daerah itu di tetapkan di sini termasuk penetapan anggaran atau
target penerimaan retribusi izin trayek cuma pelayanan dan
pemungutannya itu diembankan kepada dinas perhubungan. Nah
target penerimaannya itu kita tetapkan dengan melihat realisasi dari
anggaran pada tahun sebelumnya kemudian kita kaji dan evaluasi
lagi lalu ditetapkan target penerimaan untuk anggaran berikutnya.
Biasanya kalau realisasinya meningkat ya anggaran selanjutnya
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kita naikkan hingga 10-15% dari realisasi tersebut kalau tidak ya
kita tetapkan sama dengan tahun sebelumnya”.
(Wawancara 16 April 2015)
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis jelaskan bahwa
dalam hal penentuan target penerimaan retribusi izin trayek yang
dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Toraja Utara dengan melihat
realisasi penerimaan tahun sebelumnya masih kurang efektif karena
pihak DPPKAD belum mengkaji lebih dalam lagi hal-hal yang menjadi
acuan dalam penentuan target penerimaan retribusi tersebut.
3) Pencapaian target dalam penerimaan retribusi izin trayek.
Tercapainya target yang direncanakan dan ditetapkan merupakan
suatu hal yang menandakan bahwa pelaksanaan pelayanan dan
pemungutan retribusi yang dilakukan oleh dinas atau organisasi tertentu
sudah efektif dan efisien.
Suatu pelayanan dan pelaksanaan pemungutan yang efektif dan
efisien pasti tidak jauh dari kualitas sumber daya manusia yang
melaksanakan kegiatan tersebut dan apakah pelayanan yang dilakukan
sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Kualitas pegawai dalam
melakukan tugasnya seharusnya menguasai apa yang dikerjakannya
agar tujuan dari pelaksanaan tugasnya dapat dikerjakan dengan baik dan
secara kuantitas. Semestinya dalam suatu organisai jumlah pegawai
harus seimbang dengan jumlah pekerjaan dalam organisasi tersebut
dengan maksud bahwa jumlah pegawai tidak berlebihan agar tidak terjadi
pemborosan dan tidak kurang agar pekerjaan dapat terselesaikan
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dengan baik. Mengenai jumlah pegawai yang ada di dinas perhubungan
didapatkan keterangan dari Kasie. Angkutan Khusus bahwa:
“Jumlah pegawai sudah banyak tapi kalau masalah ditempatkan
berdasarkan kemampuannya masing-masing saya rasa belum.”
(Wawancara 31 Maret 2015)
Keterangan di atas kemudian diakui oleh Sekretaris Dinas
Perhubungan dengan menyatakan, bahwa:
“Kalau masalah pegawai di sini kita sudah banyak namun untuk
penempatan berdasarkan kemampuan yang dimiliki masing-masing
pegawai masih belum terealisasikan karena selalu saja ada
penambahan pegawai yang buat kita susah pikirkan mau
ditempatkan dimana lagi karena jumlah tenaga kontrak, honorer
dan suka rela sudah hamper sama jumlahnya dengan jumlah
pegawai yang sudah PNS. Jadi, pegawai yang baru masuk itu kita
tempatkan di bagian program dan bagian angkutan”
(Wawancara 2 April 2015)
Dilihat dari keterangan di atas Kabid. Angkutan juga memberikan
keterangan, bahwa:
“kita di sini itu sudah sangat banyak, lihat saja yang ada di ruangan
ini (ruangan khusus bidang angkutan) ada 14 (empat belas) orang
tapi sebagian dari anggota ini masih tenaga kontrak dan belum
begitu paham dengan hal-hal yang menyangkut izin trayek dan
pemungutan retribusinya”
(Observasi dan wawancara 2 April 2015)
Dari hasil wawancara di atas dapat penulis jelaskan bahwa jumlah
pegawai yang ada di dinas perhubungan sudah banyak dan jika di lihat
dari segi kuantitas tersebut maka setidaknya proses pelayanan yang
dilakukan dapat terlaksana dengan cepat dan baik melihat prosedur
pelayanan yang begitu mudah. Namun jika belum di tempatkan
berdasarkan kemampuannya masing-masing maka akan mengurangi
keefektifan pelaksanaan pelayanan.
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Kemudian jika di lihat dari segi prosedur pelayanan yang dilakukan,
dinas perhubungan dengan menjalankan prosedur pelayanan yang telah
ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah setempat yang tertuang
dalam Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati No. 49
Tahun 2012. Sebagaimana keterangan yang di sampaikan oleh Kabid.
angkutan, bahwa:
“kalau pelayanan di sini yang kita lakukan di sini ya mudah saja
karena kita lakukan pelayanan berdasarkan apa yang diperdakan
dan yang ada di perbup, jadi kalau yang datang mau urus izin
trayek atau perpanjangan izin trayeknya itu asalkan dia punya
persyaratan lengkap semua, ada STNK, buku KER, ada juga dia
punya nomor kendaraan ya kita bisa selesaikan 15 menit saja dan
pungutan retribusinya juga langsung dipungut di sini lalu di berikan
kepada bagian penagihan/kolektor.”
(Wawancara 21 April 2015)
Dari keterangan yang diberikan oleh bapak di atas penulis
melakukan konfirmasi pada salah seorang yang mengurus perpanjang
surat izin trayeknya, Bapak Y mengatakan bahwa:
“kalau mau urus surat izin trayek atau perpanjang izin trayek di
bawa semua memang mi itu STNK, buku KER yang di kasih ki
orang di bidang pemeriksaan kalo memang kendaraanta layak
operasi, sama plat kuningnya supaya cepat diselesaikan sama
petugasnya. Na kalau di urus biasa di suruhki menunggu 15 menit
paling lama biasa setengah jam kalau lengkap itu surat-suratnya.”
(Wawancara 21 April 2015)
Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menjelaskan
bahwa prosedur yang dijalankan oleh dinas perhubungan sudah sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang ada sehingga mereka dapat
melaksanakan pelayanan dan pemungutan dengan mudah dan cepat.
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Selanjutnya, dilihat dari metode pemungutan retribusi izin trayek. Di
dinas perhubungan alur pemungutan retribusi izin trayek sangat mudah.
Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan keterangan yang diberikan
oleh Kabid. Angkutan, bahwa:
“Alur pemungutan retribusi izin trayek itu gampang sekali karena
petugas penagih hanya di kantor dan wajib retribusi yang datang
langsung untuk bayar nah bayarnya itu pas waktu surat izin mereka
selesai di situ juga retribusinya langsung di bayar jadi mereka tidak
di repotkan lagi untuk membayar karena mereka hanya sekali jalan
kedua urusannya beres.”
(Wawancara 21 April 2015)
Dari hasil wawancara di atas penulis melakukan konfirmasi kepada
Bapak S sebagai wajib retribusi, beliau menerangkan bahwa:
“Retribusi izin trayek itu kita bayar langsung di kantor waktu kita
urus izin trayek waktu jadimi itu suratnya langsung meki ditagih di
situ sama petugasnya.”
(Wawancara 2 April 2015)
Berdasarkan keterangan di atas petugas penagih/kolektor
menerangkan bahwa:
“Menurut saya prosedur pemungutannya sangat mudah dan
sederhana karena mereka tidak harus ke tempat lain lagi untuk
bayar tapi mereka langsung bayar di sini, nanti kita lagi petugas
yang menyetor ke bendahara penerima di ruangan sebelah nah
kalau sudah bendahara penerima lagi yang kirim lewat bank ke
BKD baru bukti penyetorannya itu yang ditunjukkan ke BKD.”
(Wawancara 21 April 2015)
Setelah di lihat dari segi kuantitas pegawai yang melaksanakan
pelayanan di bidang izin trayek sudah sangat banyak untuk mendukung
keefektifan pelaksanaan pemungutan dan prosedur pelayanan yang
begitu mudah dan cepat namun pelayanan yang di berikan masih
kurang efektif dan optimal melihat kondisi pegawai yang masih belum
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memahami betul prosedur pelayanan dan proses pemungutan retribusi
izin trayek khususnya para pegawai honorer.
Sedangkan dilihat dari data target dan realisasi penerimaan
retribusi izin trayek selama lima tahun belakangan ini yakni pada tahun
2010-2015, realisasi dari penerimaan yang di targetkan masih belum
optimal yang dapat di lihat pada tabel berikut:
Tabel IV.6
Persentase Penerimaan Retribusi Izin Trayek
Tahun Target Realisasi %
2010 Rp. 68.500.000,00 Rp. 56.180.000,00 82,01%
2011 Rp. 78.500.000,00 Rp. 104.365.000,00 132,94%
2012 Rp. 160.000.000,00 Rp. 74.510.000,00 53,43%
2013 Rp. 160.000.000,00 Rp. 67.035.000,00 46,57%
2014 Rp. 160.000.000,00 Rp. 53.040.000,00 33,15%
Sumber: DPPKAD Kabupaten Toraja Utara, 2015
Melihat data target dan realisasi penerimaan retribusi izin trayek di
atas Kasie. Angkutan khusus menerangkan bahwa:
“2011 melampaui target karena ada pemeriksaan besar-besaran
yang dilakukan sehingga banyak yang datang mengurus izin
trayeknya. Selanjutnya semakin menurun saja bahkan sudah tidak
pernah mencapai target karena mereka (wajib retribusi) tidak taat
sama dia punya kewajiban.”
(Wawancara 31 Maret 2015)
Sejalan dengan keterangan di atas Kabid. Angkutan menambahkan
bahwa:
“2011 penerimaannya tinggi karena pada waktu itu perbup masih
mencakup izin angkutan barang dan angkutan khusus yang begitu
potensial dalam peningkatan penerimaan retribusi izin trayek
namun 2012 keluar perda baru yang sudah tidak mengcover lagi
kedua potensi tersebut makanya 2012 hingga sekarang penerimaan
semakin menurun, turun setengah dari target. Padahal di
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Kabupaten Toraja Utara di sini itu yang ada lebih banyak itu
kendaraan pengangkut barangnya.”
(Wawancara 2 April 2015)
Berdasarkan data pada tabel dan hasil wawancara di atas maka
penulis dapat menjelaskan bahwa penerimaan retribusi izin trayek di
Kabupaten Toraja Utara belum optimal melihat target yang ada di setiap
tahunnya sangat jarang tercapai hanya pada tahun 2010 ke 2011 saja
yang penerimaannya meningkat walaupun di tahun 2010 belum
mencapai target dan penerimaan di tahun 2011 saja yang
penerimaannya dapat melampaui target yang ditetapkan namun di tahun
selanjutnya yakni pada tahun 2012 hingga tahun 2014 semakin
mengalami penurunan dan selalu tidak dapat mencapai target yang
ditetapkan.
Dengan terjadinya penurunan pada penerimaan target dan
jarangnya target tersebut dapat tercapai sudah dipastikan memiliki
kendalanya tersendiri dimana sesuai yang diterangkan oleh narasumber
sebelumnya bahwa hal tersebut dapat terjadi karena masih kurangnya
kesadaran para wajib retribusi akan kewajiban mereka dan kurangnya
perhatian pemerintah setempat dalam melihat potensi-potensi besar
yang dimiliki oleh daerahnya yang kemungkinan atau bahkan dapat
membantu dalam peningkatan penerimaan daerahnya.
4) Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen penting
yang dapat menunjang dan mempermudah segala kegiatan yang
89
dilakukan suatu badan atau organisasi. Dalam hal ini menyangkut
fasilitas yang tersedia dalam menunjang proses pemungutan retribusi
izin trayek yang mencakup keberadaan dan fungsinya untuk
mempermudah, memperlancar proses pelayanan dan kenyamanan
pengguna layanan.
Seperti yang terlihat pada ruangan bidang angkutan Dinas
Perhubungan Kabupaten Toraja Utara fasilitas yang ada masih sangat
minim. Berikut keterangan yang dikemukakan oleh Kabid. Angkutan:
“kalau berbicara fasilitas yang ada ya lihat saja seperti yang ada di
ruangan ini cuma ada satu unit computer yang kita pakai di sini
itupun masih jarang yang bisa gunakan nah karena jarang
digunakan jadi rusak.”
(Wawancara dan observasi 21 April 2015)
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan
maka penulis dapat menjelaskan bahwa sarana dan prasarana yang
terdapat di Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara masih sangat
minim dimana hanya terdapat satu unit computer saja dan karena masih
kurangnya pegawai yang mampu mengoperasikannya computer
tersebut mengalami kerusakan. Seperti yang kita ketahui bahwa
ketersediaan sarana dan prasarana ditujukan agar mempercepat dan
memudahkan proses pelayanan dan pemungutan retribusi izin trayek.
Namun dengan kondisi seperti ini tentu mengakibatkan tidak efektifnya
proses pelayanan dan pemungutan retribusi izin trayek itu sendiri.
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5) Pengawasan
Pengawasan merupakan suatu cara atau suatu tindakan yang
dilakukan suatu badan atau lembaga atau instansi maupun dinas untuk
menjamin bahwa rencana telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan
yang telah ditetapkan dan untuk menilai apakah sudah sesuai dengan
rencana atau prosedur yang telah ditetapkan atau menyimpang dari
rencana.
Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan demi
berjalannya pelayanan di bidang izin trayek dan pelaksanaan
pemungutan retribusinya yakni dengan turun langsung ke lapangan untuk
melakukan pemeriksaan surat pengawasan izin trayek terhadap setiap
angkutan yang ada di Kabupaten Toraja Utara dan melihat apakah
pelayanan dan pemungutan retribusi izin trayek yang dilakukan oleh
aparat dinas perhubungan sudah sesuai dengan prosedur atau tidak.
Berikut keterangan yang diberikan oleh Kasie. Angkutan Khusus
mengenai pengawasan kepemilikan izin trayek:
“Program yang tidak berjalan sesuai prosedur karena tergantung
dari sopir atau wajib retribusi yang tidak mau datang mengurus izin
trayek dan tidak mau bayar, mereka juga itu tidak mau ikut aturan.
Tapi mereka kebanyakan datang jika ada pemeriksaan itupun
masih banyak yang tidak datang membayar. Ada juga yang malas
bayar karena banyak juga supir di luar sana yang tidak mengurus
izin trayek sampai-sampai supir yang lain merasa masa bodoh
dengan mengatakan yang lain juga banyak yang tidak bayar dan
urus retribusi izin trayek.”
(Wawancara 31 Maret 2015)
Berdasarkan pendapat di atas penulis melakukan klarifikasi kepada
Kabid. Angkutan yang kemudian menyatakan bahwa:
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“Kalau masalah prosedur kita (bidang angkutan) sudah lakukan
sesuai prosedur dan aturan yang ada cuma di waktu kita lihat masih
jarang sekali yang datang urus izin trayek dan perhatikan sudah
waktunya pemeriksaan ya kita lakukan pemeriksaan. Tapi yang
turun langsung melakukan pemeriksaan bukan kami (bidang
angkutan) tapi dari Bidang Lalu Lintas khususnya Seksi
Pengawasan dan Pengendalian karena hanya mereka yang
berwewenang untuk melaksanakan tugas tersebut lalu kita yang di
sini tunggu yang mau datang urus izin trayeknya.”
(Wawancara 2 April 2015)
Lebih lanjut lagi di tegaskan oleh Kabid. Angkutan bahwa:
“Anggota PPNS dari seksi Pengawasan dan Pengendalian turun
langsung ke jalan untuk lakukan pemeriksaan izin trayek, mereka
periksa apakah surat izinnya ada atau tidak, masih berlaku atau
sudah melewati batas waktu berlakunya dan kalau suratnya sudah
lewat masanya ya supir-supir itu di suruh untuk mengurus
perpanjangan suratnya ke sini (kantor DISHUBKOMINFO) dan yang
belum di suruh juga datang urus izinnya. Kalau pas pemeriksaan itu
ada yang didapat seperti itu anggota PPNS langsung kasih kartu
peringatan dengan ambil STNK dan SIM dan kartu-kartu lainnya si
supir itu untuk dijadikan jaminan biar dia mau pergi urus izin
trayeknya.”
(Wawancara 2 April 2015)
Berdasarkan keterangan di atas kembali diterangkan lagi oleh
Kabid. Angkutan bahwa:
“Pemeriksaannya belum selesai sampai di situ, kalau sudah di kasih
kartu peringatan sama di ambil STNK apanya segala macam di
suruhmi datang mengurus dalam tempo 1 minggu setelah
pemeriksaan. Kalau tidak datang-datang juga mengurus ya
persoalannya ini kita alihkan ke pengadilan, dia diadili baru tunggu
putusan dari pengadilan bagaimana selanjutnya. Putusan dari
pengadilan itu berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 karena di situ
sudah ada aturannya semua.”
(Wawancara 27 April 2015)
Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menjelaskan
bahwa melalui proses pengawasan yang dilakukan DISHUB dengan
turun langsung ke lapangan melakukan pemeriksaan surat pengawasan
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izin trayek yang dimiliki para supir angkutan merupakan suatu prosedur
yang begitu efektif jika benar-benar dilaksanakan dengan baik pula.
Namun seperti yang kita ketahui setiap langkah tak jarang ada kendala
yang menghampiri seperti dalam pengawasan yang dilakukan oleh para
anggota PPNS DISHUB berdasarkan keterangan dari Kabid. Angkutan,
bahwa:
“Kendalanya anggota PPNS yang pergi memeriksa di jalan itu
biasanya karena banyak supir yang sewaktu sudah di sweeping
kena sweeping kalau dia ada kenalan anggota DPR atau anggota
kepolisian mereka selalu datang sampai-sampai ada yang marah
kalau itu sopir tidak dikembalikan dia punya surat-surat yang
diambil jadi jaminan. Padahal seharusnya mereka itu yang mau
kasih arahan biar itu sopir ikut aturan tapi malahan mereka yang
datang untuk urus biar sopir yang bersangkutan di bebaskan. Dan
kelemahan dari anggota PPNS sendiri, mereka itu takut sama polisi
padahal mereka seharusnya mempertahankan posedur
pengawasan yang sedang dilakukan. Tapi begitulah karena kita
masih belum bisa kasihkan solusi yang tepat untuk basmi sifat
seperti itu di sini.”
(Wawancara 27 April 2015)
Berdasarkan keterangan di atas, diterima keterangan dari Bapak S
yang merupakan salah satu supir, bahwa:
“kalau ada pemeriksaan banyak teman-teman yang protes karena
kita yang urus izin trayek kenapa di beda-bedakan, masakan
dibebaskan begitu saja kalau punya kenalan polisi atau pejabat.
Dari situlah yang bikin teman-teman malas mau urus izin
trayeknya.”
(Wawancara 2 April 2015)
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis jelaskan bahwa
walaupun sudah terdapat prosedur yang sangat terperinci dengan baik
untuk dilaksanakan namun karena pelaksanaan pemungutan retribusi izin
trayek yang belum optimal dari aparatur serta kurangnya kesadaran
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sebagian masyarakat yang hanya ingin mendapatkan keuntungan tanpa
melaksanakan kewajibannya juga maka pengawasan yang dilakukan
tersebut tidak berjalan efektif.
Pengawasan terhadap pengurusan dan penerimaan retribusi izin
trayek yang tidak efektif tersebut berakibat pada menurunnya
penerimaan retribusi izin trayek walaupun pengurusan izin trayek setiap
tahunnya mengalami fluktuasi. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan
antara jumlah izin trayek yang dikeluarkan dengan jumlah penerimaan
retribusi izin trayek, sebagai berikut:
Tabel IV.7
Perbandingan Antara Jumlah Penerimaan Retribusi Izin Trayek dengan
Jumlah Pengurusan Izin Trayek di Kabupaten Toraja Utara (2010-2015)
TAHUN
Jumlah Izin Trayek
yang Dikeluarkan Jumlah Penerimaan RetribusiIzin TrayekAngkutan Truk
2010 208 105 Rp. 56.180.000,00
2011 400 211 Rp. 104.365.000,00
2012 276 15 Rp. 74.510.000,00
2013 360 - Rp. 67.035.000,00
2014 284 - Rp. 53.040.000,00
Sumber: DPPKAD dan DISHUBKOMINFO Kab. Toraja Utara, 2015
Berdasarkan tabel IV.7 di atas Kabid. Angkutan menerangkan
bahwa:
“kalau data yang urus izi trayek itu sudah benar karena jumlah
tersebut benar-benar kita tuliskan berdasarkan yang mengurus nah
kalau masalah penerimaan retribusinya ya pasti mengikuti saja.”
(Wawancara 16 April 2015)
Sejalan dengan wawancara di atas penulis melakukan konfirmasi
kepada Bendahara Penerima dengan menerangkan bahwa:
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“kalau penerimaan dari tahun 2010-2013 itu saya tidak tahu karena
saya masih baru juga di sini kalau tahun 2014 itu sudah benar
karena saya sendiri yang mengelola dan melaporkannya ke
DPPKAD.”
(Wawancara 16 April 2015)
Sejalan dengan keterangan tersebut penulis kembali menanyakan
mengenai penerimaan tersebut kepada Sekretaris DPPKAD Kabupaten
Toraja Utara, kemudian menerangkan bahwa:
“ya jumlah penerimaan yang kita tuliskan dalam Laporan Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah itu tidak mungkin salah
karena kita tulis itu berdasarkan yang sudah dilaporkan masing-
masing dinas yang bertanggung jawab di dalamnya.”
(Wawancara 16 April 2015)
Dari keseluruhan hasil wawancara di atas penulis dapat
menjelaskan bahwa indikator efektifitas yang terdiri dari beberapa
komponen penilaiannya tersebut baik itu dari segi usaha sosialisasi yang
dilakukan yang masih belum menjangkau semua wajib retribusi,
penetapan target yang dilakukan masih belum benar-benar
memperhatikan acuan penganggaran, kemudian pencapaian target yang
belum optimal dilihat dari kuantitas pegawai yang belum disertai dengan
pengoptimalan kualitas pegawai dalam melakukan pelayanan,
pelaksanaan pemungutan dan sarana dan prasarana yang sangat minim
mengakibatkan tidak efektifnya pelayanan dan pemungutan retribusi izin
trayek serta yang terakhir dari komponen pengawasan yang masih
sangat disayangkan keefektifannya yang menimbulkan adanya
kesenjangan antara jumlah pengurusan dengan jumlah penerimaan
retribusi izin trayek yang seharusnya berbanding lurus. Hal inilah yang
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mempengaruhi tidak tercapainya efektivitas penerimaan retribusi izin
trayek itu sendiri.
IV.2.1.2 Kecukupan
Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat
efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai dan kesempatan yang menumbuhkan
adanya masalah. Kriteria pada kecukupan menekankan pada kuatnya
hubungan antara alternatif kebijakan dengan hasil yang diharapkan. Adapun
indikator yang menjadi acuan peneliti dalam mengukur atau melihat tingkat
kecukupan dalam penerimaan retribusi izin trayek di Kabupaten Toraja Utara
ialah dengan melihat ketersediaan dana atau alokasi dana yang ada terhadap
program-program kegiatan yang berkaitan dengan izin trayek yang telah
direncanakan dinas perhubungan.
Tersedianya dana atau anggaran merupakan salah satu unsur yang
sangat berperan penting demi terlaksananya berbagai program yang ada pada
sebuah lembaga/instansi. Berkenaan dengan persediaan dana dalam
pelaksanaan program dan pengalokasiannya, diterima keterangan dari Kabid.
Angkutan bahwa:
“Dalam pelaksanaan program-programnya kita di sini itu ya kita sudah
punya anggarannya masing-masing dan saya pikir anggaran yang ada itu
sudah cukup untuk mendanai program yang ada karena pengalokasian
dana itu juga disesuaikan dengan programnya jadi kita tidak khawatir lagi
dengan dananya.”
(Wawancara 21 April 2015)
Sejalan dengan keterangan di atas Sekretaris Dinas Perhubungan
menerangkan hal yang senada, bahwa:
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“Program-program yang ada inikan sudah melalui rapat anggaran
sehingga semuanya memiliki anggaran pelaksanaannya masing-masing
sehingga sudah dipastikan bahwa dana yang dialokasi tersebut sudah
mencukupi. Adapun program baru yang tiba-tiba dan perlu untuk
dilaksanakan ya kita tinggal tunggu kapan ada perubahan anggaran lagi
baru kita masukkan.”
(Wawancara 21 April 2015)
Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menjelaskan bahwa
persediaan dan pengalokasian dana untuk pelaksanaan program-program yang
ada pada dinas perhubungan sudah tercukupi sehingga program yang ada dapat
terlaksanakan.
IV.2.1.3 Pemerataan
Perataan (equity) biasa juga disebut dengan kesamaan. Kriteria perataan
memfokuskan kepada distribusi dari suatu jenis program yang diterapkan,
memberikan penggambaran misalnya apakah biaya atau anggaran yang ada
dapat didistribusikan secara merata kepada target grup dalam hal ini publik
dengan kategori-kategori kelompok yang berbeda. Dalam hal ini, pemerataan
yang dilakukan dinas perhubungan yakni melalui penyesuaian tarif pengurusan
izin trayek baik itu saat pertama pembuatan maupun perpanjangan izin trayek
dan juga penggunaan atau pengalokasian dana insentif dari penerimaan retribusi
izin trayek.
1) Penyesuaian tarif
Tarif merupakan anggaran atau biaya yang ditetapkan suatu badan
untuk dipungut berdasarkan barang atau jasa yang ditawarkannya.
Penetapan tarif retribusi izin trayek yang dilakukan pada Dinas
Perhubungan didasarkan pada tarif yang tercantum dalam Peraturan
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Daerah Kabupaten Toraja Utara No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin
Trayek dan Peraturan Bupati Kabupaten Toraja Utara No. 49 Tahun 2012
tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Izin Trayek.
Sehubungan dengan penyesuaian tarif retribusi izin trayek Kasie.
Angkutan Khusus memberikan keterangan bahwa:
“Tarif disesuaikan berdasarkan jumlah penumpang yang dapat
diangkut jadi kita lihat berdasarkan muatannya nah karena tarifnya
itukan sudah ada di dalam itu perda jadi kita langsung sesuaikan
saja dengan itu.”
(Wawancara 31 Maret 2015)
Sejalan dengan keterangan di atas Kabid. Angkutan menerangkan
bahwa:
“Tidak ada perbedaan tarif untuk retribusi izin trayek baik yang baru
akan mengurus izin trayeknya maupun yang mau urus
perpanjangan izin trayeknya, hanya saja tarif yang dipungut kita
sesuaikan berdasarkan jumlah muatan yang dapat diangkut oleh
kendaraan tersebut. Kalau dilihat dari jenis jalan yang digunakan
apakah menggunakan jalan negara, jalan provinsi ataupun jalan
daerah tarif yang dikenakan tetap sama saja.”
(Wawancara 21 April 2015)
Kemudian keterangan di atas ditambahkan lagi dengan menerangkan
bahwa:
“…saya rasa tarif sebesar Rp. 150.000,00/tahun itu sudah sesuailah
dan malahan tidak akan memberatkan para supir karena
pemungutannya sekali setahun saja bukan harian.”
(Wawancara 21 April 2015)
Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis melakukan konfirmasi
dengan Bapak S selaku supir yang merangkap sebagai wajib retribusi izin
menerangkan, bahwa:
“kalau biaya urusnya itu saya pikir masih terjangkaulah karena
pertahun kalau misalnya dibayar per bulan mungkin susah itu
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karena dari pemasukan saja setiap harinya yang main-main kadang
banyak kadang sedikit tergantung rejeki saja.”
(Wawancara 2 April 2015)
Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menjelaskan
bahwa tarif yang ditetapkan oleh dinas perhubungan sudah sesuai
berdasarkan peraturan yang ada dan sudah sesuai dengan kemampuan
finansial dari para wajib retribusi dan tarifnya merata tanpa melihat jenis
jalan yang dipergunakan.
2) Penggunaan / pengalokasian insentif
Insentif merupakan sebuah reward atau bentuk penghargaan kepada
seseorang atau badan atas pencapaian kinerja terhadap tugas yang
diembankan kepadanya. Sama halnya dengan Dinas Perhubungan yang
menjadi badan yang dipercayakan untuk melakukan tugas pemungutan
dan mengurus pelayanan perizinan dan retribusi izin trayek di Kabupaten
Toraja Utara, Dishub diberikan insentif dan dialokasikan kembali
berdasarkan yang tertera dalam Peraturan Bupati Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
Sejalan dengan hal tersebut Kabid. Angkutan memberikan
keterangan, bahwa:
“kita diberikan insentif itu untuk kemudian dialokasikan merata ke
semua bidang yang berperan langsung menangani izin trayek. Nah
nanti kalau sudah terima bagian insentif masing-masing baru
dikelolah lagi berdasarkan keperluan masing-masing untuk
menunjang peningkatan pelayanan mereka melalui izin trayek.”
(wawancara 21 April 2015)
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Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Kabid Angkutan di atas
penulis dapat menggambarkan bahwa insentif yang diberikan kepada
Dinas Perhubungan atas pencapaian mereka sudah dibagikan secara
merata kepada setiap bidang yang turut berperan aktif dalam pelayanan
serta pemungutan dan pengawasan izin trayek.
IV.2.1.4 Responsivitas
Responsivitas (responsivennes) berkenaan dengan seberapa suatu
kebijakan/program dapat memuaskan kebutuhan, prefensi atau nilai kelompok-
kelompok masyarakat. Kriteria reponsivitas kemudian menjadi penting karena
dari penilaian kriteria ini akan dapat memuaskan kriteria-kriteria sebelumnya
yakni efektifitas, efisiensi, kecukupan dan perataan, karena jika kriteria ini yang
gagal maka alternatif dari suatu kebijakan dapat dipastikan gagal dalam
mencapai tujuan yang diinginkan.
Hal-hal yang menjadi tolak ukur penulis pada indicator responsivitas ini
yaitu tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh pegawai
dinas perhubungan pada saat mengurus izin trayek dan melihat dampak yang
dihasilkan.
Mengenai tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan
saat melakukan pengurusan surat izin trayek Bapak S menyatakan bahwa:
“kalau saya merasa puas kalau pergi mengurus surat izin trayek karena
dilayanani cepat, baik-baik (ramah) jii juga orang di dalam, nah kalau kita
masih rasa ada yang kurang dimengerti atau ada persyaratan yang
kurang kita dijelaskan dulu baru di suruh lengkapi saja baru langsung kita
dibuatkan surat izin kalau sudah lengkap. Oh ada satu yang bikin teman-
teman supir lain tidak puas kalau lagi pemeriksaan semacam ada saja
yang tidak perpanjang izin trayek tapi masih dibebaskan jadi itu yang
bikin mereka malas perpanjang surat izinnya.”
(Wawancara 2 April 2015)
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Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menggambarkan
bahwa responsivitas petugas pelayanan dan pemungutan retribusi izin trayek
saat melayani masyarakat sudah baik namun dilihat dari saat pengawasan surat
izin trayek yang dimiliki oleh para supir yang membuat masyarakat merasa
belum terpuaskan karena masih ada saja petugas yang tidak berlaku adil saat
dilakukannya pengawasan yang mengakibatkan sebagian masyarakat malas
dan bermasa bodoh untuk mengurus surat izin trayeknya.
IV.2.1.5 Ketepatan
Kriteria ketepatan (appropriateness), berbicara mengenai apakah hasil
yang dicapai mendatangkan manfaat. Secara keseluruhan untuk kriteria
ketepatan Dinas Perhubungan melihat manfaat yang dihasilkan melalui
penerimaan retribusi izin trayek di Kabupaten Toraja Utara.
Manfaat yang akan dihasilkan melalui penerimaan retribusi izin trayek
apabila pengelolaannya terlaksana dengan baik yakni untuk membantu
menyokong peningkatan penerimaan daerah dalam bentuk retribusi selain itu
juga dapat memacu perkembangan pembangunan daerah pada sector
perhubungan yang dilihat dengan tersedia dan semakin berkembangnya
berbagai sarana dan prasarana yang memperlancar arus lalu lintas.
Mengenai pemanfaatan penerimaan retribusi izin trayek itu Kabid.
Angkutan menerangkan bahwa:
“kalau manfaatnya ya sudah pasti untuk peningkatan pendapatan daerah
walaupun penerimaannya semakin menurun tiap tahun, entah untuk
perbaikan sarana dan prasarana perhubungan atau fasilitas lalu lintas
dan lainnya kita serahkan sama DPPKAD karena mereka yang
mengelola penerimaan itu.”
(Wawancara 21 April 2015)
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Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menggambarkan
bahwa penerimaan retribusi izin trayek sepenuhnya untuk membantu
peningkatan penerimaan daerah dan untuk membantu perbaikan sarana dan
prasaran perhubungan. Namun melihat bahwa penerimaan retribusi izin trayek
semakin berkurang tiap tahunnya menyebabkan belum optimalnya manfaat yang
dihasilkan.
IV.2.2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Penurunan dalam
Penerimaan Retribusi Izin Trayek
Penerimaan retribusi izin trayek suatu daerah stabil ataupun meningkat
bahkan menurun dapat dilihat dari realisasi target yang dicapai apabila suatu daerah
mampu menggali potensi terbesar suatu daerah yang berkaitan dengan retribusi izin
trayek setiap tahunnya dan ditandai dengan keberhasilan dan keoptimalan
pelayanan, pelaksanaan pemungutan dan pengawasannya.
Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan dan tidak
tercapainya target dalam penerimaan retribusi izin trayek, yakni:
1. Faktor umum terdiri dari :
a. Belum maksimalnya penagihan yang dilakukan oleh petugas/kolektor
terhadap wajib retribusi izin trayek.
b. Belum terealisasinya pelaksanaan sosialisasi yang dapat menjangkau
seluruh masyarakat yang memiliki angkutan atau wajib retribusi.
c. Masih ada sebagian supir yang tidak memiliki surat pengawasan izin
trayek.
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2. Faktor khusus terdiri dari :
a. Adanya pergantian pemerintah daerah melalui pemilihan umum
kepala daerah di penghujung tahun 2011 yang menyebabkan
terjadinya perubahan anggaran dalam setiap sector penerimaan
Kabupaten Toraja Utara pada tahun berikutnya (2012 dan
seterusnya).
b. Adanya beberapa potensi penerimaan pada retribusi izin trayek yang
pemungutannya diambilalih oleh provinsi, yaitu izin angkutan barang
dan angkutan khusus. Izin angkutan barang dan angkutan khusus ini
pemungutannya diambilalih provinsi sejak tahun 2012. Berdasarkan
keterangan yang ada izin angkutan baranglah yang merupakan
potensi terbesar yang dimiliki dalam penerimaan retribusi izin trayek
karena angkutan baranglah yang lebih banyak beroperasi di
Kabupaten Toraja Utara.
c. Pengawasan terhadap pemungutan retribusi izin trayek yang masih
sangat minim dan masih jauh dari keefektifannya.
Dengan melihat kondisi penerimaan target dan realisasi retribusi izin trayek
di Kabupaten Toraja Utara yang sangat jarang mencapai target selama 5 tahun
terakhir dari tahun 2010-2015 maka pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika sebagai pengelola akan memberikan solusi melalui upaya yang akan
dilaksanakan dalam meningkatkan penerimaan retribusi izin trayek Kabupaten
Toraja Utara yaitu sebagai berikut :
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1. Mengoptimalkan pendapatan dengan menggali potensi-potensi yang ada
yang terkait dengan angkutan.
2. Meningkatkan mutu SDM dengan melakukan pendidikan dan pelatihan
(Diklat).
3. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh wajib retribusi terhadap
peraturan pemerintah daerah dan kewajibannya masing-masing dalam
membayar retribusi.
4. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pembangunan,
rehabilitasi, dan peremajaan sarana dan prasarana lalu lintas.
5. Meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan dan pelaksanaan
pemungutan retribusi izin trayek.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
V.1. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang Evaluasi Penerimaan
Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Toraja Utara, maka penulis membuat kesimpulan
mengenai Evaluasi Penerimaan Retribusi Izin Trayek tersebut. Adapun kesimpulan
dari Evaluasi Penerimaan Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Toraja Utara bahwa :
1. Penerimaan Retribusi Izin Trayek
Dilihat dari segi efektifitas, penerimaan retribusi izin trayek masih
belum efektif dan optimal baik dalam sosialisasi yang belum menjangkau
semua komponen wajib retribusi, penentuan target yang masih belum
memperhatikan dengan baik acuan penganggaran, kuantitas pegawai yang
belum disertai dengan peningkatan kualitas pelayanannya dengan sarana
dan prasarana yang masih minim, serta pengawasan yang dilakukan
terhadap penerimaan retribusi izin trayek itu sendiri masih sangat belum
efektif yang dapat dilihat dengan adanya kesenjangan antara jumlah izin
trayek yang dikeluarkan dengan realisasi penerimaan retribusi izin trayek itu
sendiri.
Dari segi kecukupan, persediaan dan pengalokasian dana untuk
pelaksanaan program-program yang ada pada dinas perhubungan sudah
tercukupi sehingga program yang ada dapat terlaksanakan.
Tarif yang ditetapkan oleh dinas perhubungan sudah sesuai
berdasarkan peraturan yang ada (berdasarkan Peraturan Daerah No. 7
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Tahun 2011 dan Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2012) dan sudah sesuai
dengan kemampuan finansial dari para wajib retribusi dan tarifnya merata
tanpa melihat jenis jalan yang dipergunakan. Kemudian insentif yang
diberikan kepada Dinas Perhubungan atas pencapaian mereka sudah
dibagikan secara merata kepada setiap bidang yang turut berperan aktif
dalam pelayanan serta pemungutan dan pengawasan izin trayek. Sehingga
melalui tarif retribusi izin trayek dan pembagian insentif kepada semua
bidang sudah dapat merata.
Responsivitas petugas pelayanan dan pemungutan retribusi izin
trayek saat melayani masyarakat sudah baik namun dilihat dari saat
pengawasan surat izin trayek yang dimiliki oleh para supir yang membuat
masyarakat merasa belum terpuaskan karena masih ada saja petugas yang
tidak berlaku adil saat dilakukannya pengawasan yang mengakibatkan
sebagian masyarakat malas dan bermasa bodoh untuk mengurus surat izin
trayeknya. Hal ini menunjukkan indicator responsivitas masih kurang baik.
Penerimaan retribusi izin trayek sepenuhnya untuk membantu
peningkatan penerimaan daerah dan untuk membantu perbaikan sarana dan
prasarana perhubungan. Namun melihat bahwa penerimaan retribusi izin
trayek semakin berkurang tiap tahunnya menyebabkan belum optimalnya
manfaat yang dihasilkan.
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2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Penurunan dalam
Penerimaan Retribusi Izin Trayek
1) Faktor umum terdiri dari :
a. Belum maksimalnya penagihan yang dilakukan oleh
petugas/kolektor terhadap wajib retribusi izin trayek.
b. Belum terealisasinya pelaksanaan sosialisasi yang dapat
menjangkau seluruh masyarakat yang memiliki angkutan atau
wajib retribusi.
c. Masih ada sebagian supir yang tidak memiliki surat pengawasan
izin trayek.
2) Faktor khusus terdiri dari :
a. Adanya pergantian pemerintah daerah melalui pemilihan umum
kepala daerah di pertengahan tahun 2011 yang menyebabkan
terjadinya perubahan anggaran dalam setiap sector penerimaan
di Kabupaten Toraja Utara pada tahun berikutnya (2012 dan
seterusnya).
b. Adanya beberapa potensi penerimaan pada retribusi izin trayek
yang pemungutannya diambilalih oleh provinsi, yaitu izin angkutan
barang dan angkutan khusus. Izin angkutan barang dan angkutan
khusus ini pemungutannya diambilalih provinsi sejak tahun 2012.
c. Pengawasan terhadap pemungutan retribusi izin trayek yang
masih sangat minim dan masih jauh dari keefektifannya.
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V.2. Saran
Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan evaluasi
penerimaan retribusi izin trayek di Kabupaten Toraja Utara adalah sebagai berikut :
1. Dalam peningkatan efektifitas penerimaan retribusi izin trayek di
Kabupaten Toraja Utara penulis menyarankan agar sosialisasi mengenai
retribusi izin trayek dan pengurusan harus dilakukan dengan menjangkau
semua masyarakat dan semua stakeholder yang berkepentingan
didalamnya agar semuanya semakin mengetahui tugas dan tanggung
jawab masing-masing.
2. Dalam proses penentuan target sebaiknya aparat pemerintah terkhusus
pada DPPKAD harus benar-benar memperhatikan acuan dalam
penetapan target penerimaan retribusi izin trayek serta menggali potensi-
potensi yang berkaitan dengan trayek angkutan khususnya mengenai izin
pengangkutan truk yang merupakan potensi terbesar di Kabupaten
Toraja agar kiranya dapat dimasukkan kembali ke dalam peraturan
daerah.
3. Untuk peningkatan kualitas pegawai sebaiknya di arahkan untuk
mengikuti pendidikan dan pelatihan-pelatihan serta diberikan motivasi
untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanannya agar
masyarakatpun merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.
4. Dalam pengawasan terhadap penerimaan retribusi izin trayek baik di
lapangan maupun di kantor sebaiknya ditingkatkan pengawasan
pelayanan dan pemungutan retribusinya serta pemeriksaan surat izin
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trayeknya agar pelanggaran terhadap izin trayek dapat diminimalisir.
Pelanggar juga diberikan sanksi yang tegas.
5. Kepala Dinas Perhubungan perlu mengawasi dan mengevaluasi setiap
waktu pelayan dan pemungutan retribusi izin trayek agar dapat
meningkatkan efektivitas penerimaan retribusi izin trayek.
6. Pegawai harus memperhatikan dan melengkapi data-data yang
menyangkut pengurusan izin trayek dan yang bersangkutan dengan
penerimaan retribusi izin trayek.
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LAMPIRAN 1
PEDOMAN WAWANCARA
Kantor Dinas Perhubungan
1. Regulasi (Peraturan)
 Apakah dasar kebijakan yang digunakan untuk melakukan pemugutan RIT
(selain Perda)?
 Bagaimana tahapan perencanaan penentuan target setiap tahunnya? Atas dasar
apa penentuan target tersebut?
 Apakah program yang ada telah dilaksanakan berdasarkan standar dan prosedur
yang sesuai?
 Berapa tarif yang dibebankan kepada wajib retribusi? Apakah ada penyesuaian
tarif? Jelaskan.
 Mengapa realisasi tidak bisa bertemu atau mencapai target yang telah
ditetapkan? Apakah dalam menetapkan perencanaan dishub telah mengacu
pada sumber-sumber yang ada?
2. SDM Aparatur
 Apakah jumlah pegawai yang ada sudah cukup memadai?
 Apakah pegawai dinas perhubungan telah ditempatkan sesuai dengan
kemampuannya?
 Apakah ada pembagian tugas kepada petugas/kolektor dalam menagih retribusi
tersebut?
 Adakah pelatihan terhadap pegawai? Seperti apa bentuk pelatihannya?
3. Fasilitas yang Tersedia
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 Fasilitas apa saja yang disediakan dishub dalam menunjang pelaksanaan
pemungutan RIT?
 Apakah ada sosialisasi yang dilakukan kepada wajib retribusi dalam hal
kewajibannya membayar tagihan? Bagaimana respon masyarakat, terkhusus
para wajib retribusi ketika ada penyuluhan tentang program yang akan
dilaksanakan pemerintah terkait dengan wajib retribusi?
4. Metode Pemungutan
 Bagaimana pengelolaan retribusi izin trayek yang sesungguhnya? Metode apa
yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutannya?
 Bagaimana tahapan perencanaan penerimaan yang ingin dicapai oleh dinas
perhubungan Toraja Utara?
 Apakah tujuan pengelolaan penerimaan retribusi izin trayek?
 Apakah pemungutan dilakukan langsung oleh petugas penagih dari dinas
perhubungan atau ada kerjasama dengan pihak lain dalam pemungutan
retribusi?
 Apakah ada kendala/masalah dalam melakukan penagihan terhadap wajib
retribusi? Jelaskan.
 Solusi apa yang dapat dilakukan terhadap wajib retribusi yang tidak membayar?
 Apakah retribusi yang dipungut langsung dikelolah ke dalam kas dinas
perhubungan?
 Apakah ada masalah dalam penentuan target setiap tahunnya? Jika iya,
masalah-masalah seperti apakah itu? Dan bagaimana penyelesaian dari
permasalahan tersebut?
 Bagaimana penyelesaian dari penyebab tidak tercapainya target penerimaan
setiap tahunnya?
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 Dengan melihat data target dan realisasi selama lima tahun terakhir, penerimaan
retribusi ini mengalami fluktuasi dan hanya pada tahun 2011 yang melebihi target
pencapaian penerimaan, apakah yang menjadi penyebabnya?
 Adakah ditemukan nota pembebasan retribusi kepada wajib retribusi?
Wajib Retribusi
1. Apakah selama ini ada sosialisasi atau penyuluhan dari dinas perhubungan terkait
retribusi yang dipungut terhadap wajib retribusi atas izin trayek yang diberikan?
2. Seperti apakah prosedur pembayaran retribusi yang anda ketahui sebagai wajib
retribusi? Sudahkah diketahui dengan jelas proses pembayarannya?
3. Apakah dalam proses pembayaran/penagihan retribusi ditagih langsung oleh petugas
penagih/kolektor dari dinas perhubungan atau ditagih oleh pihak lain?
4. Bagaimana sikap anda sebagai wajib retribusi dalam menanggapi kewajiban anda untuk
membayar RIT? Apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan waktu yang
telah ditetapkan?
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